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1.1 [bookmark: _Toc98000196][bookmark: _Toc215236422]Latar Belakang Penelitian
Pajak berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan negara dan menjadi pilar utama dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) (Armayani Lubis et al., 2019). Realisasi penerimaan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tene et al., 2017). Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pendapatan pajak guna mendukung pembangunan dan perekonomian negara.
Kepatuhan pajak merupakan cermin dari pelaksanaan self assessment system yang berlaku di Indonesia. Sistem ini menuntut pemahaman pajak yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan (Aryanti, 2020). Kurangnya pemahaman akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Effendi & Sandra (2022) menjelaskan bahwa pelanggaran pajak dapat terjadi karena masyarakat tidak memahami peraturan pajak dan memanfaatkan celah dalam undang-undang (loopholes) yang justru disalahgunakan. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan menyadari sanksi yang akan dikenakan apabila ia melalaikan kewajiban pajaknya. 
Kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada wajib pajak, melainkan juga pada peran aktif petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang baik mencerminkan apresiasi fiskus atas partisipasi wajib pajak dan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak dapat diukur melalui pelaporan SPT, semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak  (Ningrum, 2021).
Permasalahan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan masih menjadi isu dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan data DJP hingga 1 Mei 2025, tingkat kepatuhan pajak nasional dalam penyampaian SPT Tahunan baru mencapai 71% atau 14,06 juta wajib pajak dari target 16,21 juta wajib pajak. Meskipun target ini bersifat tahunan, namun batas pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2025. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi kepatuhan pajak yang belum terselesaikan secara optimal hingga saat ini (DDTC News, 2025).
Kondisi ini juga terlihat di tingkat daerah, khususnya di Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki potensi ekonomi besar sehingga berperan penting dalam penerimaan pajak. Di Kota Samarinda terdapat dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yaitu KPP Samarinda Ilir dan KPP Samarinda Ulu. Hingga Mei 2025, realisasi pelaporan SPT Tahunan di KPP Samarinda Ilir mencapai 83,35% dari 35.263 wajib pajak yang ditargetkan. Sementara itu, realisasi pelaporan SPT Tahunan di KPP Samarinda Ulu mencapai 89,41% dari 42.741 wajib pajak yang ditargetkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak di Kota Samarinda yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Capaian yang belum memenuhi target tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan kepatuhan pajak, meskipun batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2025. Oleh karena itu, Kota Samarinda merupakan lokasi yang tepat untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Kerentanan terhadap perilaku tidak patuh pajak tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga lebih nyata pada kelompok wajib pajak tertentu. Salah satu kelompok yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Menurut (Sani & Sulfan, 2022) wajib pajak dalam kategori ini cenderung lebih rentan terhadap ketidakpatuhan karena tidak memiliki keterikatan dengan pemberi kerja serta tidak berada di bawah pengawasan organisasi atau asosiasi tertentu. Akibatnya, mereka kerap tidak mengetahui atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Kerentanan ini juga tercermin pada WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc215237593]Tabel 1. 1 Data Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir
	Tahun
	KPP Pratama Samarinda Ilir

	
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/Jml WP OP Aktif
	Jumlah WP OP yang Melakukan Pembayaran
	% Jumlah WP OP Bayar/Total Jumlah WP OP Aktif

	2024
	13.847
	5.176
	37,38%
	1.832
	13,23%

	2025
	12.237
	5.038
	41,17%
	1.427
	11,66%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025
[bookmark: _Toc215237594]Tabel 1. 2 Data Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda Ulu
	Tahun
	KPP Pratama Samarinda Ulu

	
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/Jml WP OP Aktif
	Jumlah WP OP yang Melakukan Pembayaran
	% Jumlah WP OP Bayar/Total Jumlah WP OP Aktif

	2024
	11.756
	3.582
	30,47%
	7.652
	65,09%

	2025
	13.322
	3.230
	24,08%
	3.378
	25,18%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ulu, 2025
Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda masih tergolong rendah. Pada KPP Pratama Samarinda Ilir, tingkat pelaporan SPT hanya mencapai 37,38% pada tahun 2024 dan meningkat sedikit menjadi 41,17% pada tahun 2025. Namun, tingkat pembayaran pajak justru menurun dari 13,23% menjadi 11,66%. Kondisi serupa juga terjadi di KPP Pratama Samarinda Ulu, di mana tingkat pelaporan SPT mengalami penurunan dari 30,47% pada tahun 2024 menjadi 24,08% pada tahun 2025, dan tingkat pembayaran pajak menurun drastis dari 65,09% menjadi 25,18%. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pelaporan dan pembayaran pajak di kedua KPP belum mencapai 50%, yang berarti sebagian besar wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh. Rendahnya tingkat pelaporan dan pembayaran pajak ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan mengindikasikan adanya permasalahan dalam tingkat kepatuhan pajak di Kota Samarinda. Oleh karena itu, WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda menjadi subjek yang relevan untuk diteliti lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak
Theory of planned of behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Alfianto, 2024). Teori ini menyatakan bahwa perilaku, termasuk dalam hal ini kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk bertindak. Niat tersebut terbentuk dari keyakinan individu terhadap manfaat dan konsekuensi dari tindakan tersebut (behavioral belief), pengaruh sosial atau norma yang berlaku dilingkungan sekitar (normative belief) serta persepsi individu terhadap kemudahan atau hambatan dalam melakukan tindakan tersebut (control belief). Oleh karena itu, ketiga faktor ini membentuk niat, yang akan mempengaruhi apakah seseorang akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya atau tidak. 
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Solicah et al., 2019). Pemahaman ini mencakup kemampuan wajib pajak dalam memahami manfaat pajak, peraturan dan prosedur perpajakan, serta mengimplementasikannya dalam praktik seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Kurangnya pemahaman pajak membuat masyarakat tidak memahami informasi pajak secara umum sehingga kepatuhan pajak tidak berjalan dengan baik. 
Berdasarkan penelitian Amin (2018) menyatakan bahwa wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dengan baik akan lebih sadar terhadap kewajibannya dan termotivasi untuk patuh karena menyadari peran pajak dalam mendukung pembangunan negara. Penelitian Solichah et al., (2019) juga menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Sedangkan penelitian  Nisa & Subagio (2023) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha. Begitu juga dengan penelitian Rusmawati & Wardani (2015) menyatakan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari DJP dalam hal meningkatkan sosialisasi penerapan pajak bagi negara dan manfaat lain yang diperoleh dari pajak agar masyarakat lebih memahami tentang perpajakan sehingga masyarakat mematuhi pajak yang terlaku. 
Pelayanan fiskus juga berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai bentuk bantuan petugas pajak dalam mengurus kebutuhan wajib pajak. Ketika fiskus memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan memuaskan, wajib pajak menjadi termotivasi untuk membayar pajaknya dengan lebih patuh (Putra et al., 2023). Berdasarkan penelitian  Suryanti & Sari (2018) menyatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Putra et al., (2023) juga menyatakan bahwa ketika pelayanan pajak berjalan dengan baik, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajibannya. Namun penelitian Aliviany & Kristianti Maharani, (2023) menyatakan bahwa baik buruknya kualitas pelayanan fiskus tidak memengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajban perpajakannya. Begitu juga dengan penelitian Welly et al., (2024) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pencegah bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Rahadian et al., 2024). Sanksi pajak penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan begitu saja. Sanksi yang tegas dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sanksi memiliki dampak finansial yang dapat memberikan beban tambahan bagi wajib pajak. 
Berdasarkan penelitian Rusmawati & Wardani (2015) menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Solicah et al., (2019) menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian Alfianto (2024) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. walaupun diberikan sanksi seberat-beratnya tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. Penelitian Ernawati & Afifi (2018) juga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 
Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak serta perbedaan hasil temuan penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda”.
1.2 [bookmark: _Toc98000197][bookmark: _Toc215236423]Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda? 
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda? 
1.3 [bookmark: _Toc98000198][bookmark: _Toc215236424]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. 
1.4 [bookmark: _Toc98000199][bookmark: _Toc215236425]Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang ditujukan kepada berbagai pihak, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, cara pandang, informasi, serta pemikiran khususnya mengenai pengaruh pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda serta membuktikan bahwa adanya pengaruh dari theory of planned behavior dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
a. [bookmark: _Toc98000200]Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda agar dapat membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, perbaikan yang lebih tepat sasaran dapat dilakukan.
b. KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu
Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu agar dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk menjawab solusi dari permasalahan kepatuhan pajak sehingga memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak.
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2.1 [bookmark: _Toc215236428]Theory of Planned Behaviour 
Theory of Planned Behavior adalah model psikologi sosial yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks yang terencana. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action, yang sebelumnya ia kembangkan bersama Martin Fishbein pada tahun 1967. Teori ini menekankan bahwa niat seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk bertindak.
Tindakan ini muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku, dan niat tersebut bergantung oleh tiga faktor, yaitu: 
a. Faktor keyakinan perilaku (behavioral beliefs), yaitu keyakinan individu tentang konsekuensi dari melakukan perilaku tersebut dan mengevaluasi hasil yang didapat. Sikap ini merujuk pada evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu. Jika seseorang percaya bahwa hasil dari perilaku tersebut akan positif, maka sikapnya terhadap perilaku itu akan positif dan sebaliknya.
b. Faktor keyakinan normatif (normative beliefs) merupakan keyakinan individu mengenai harapan atau pandangan orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukan. Dari keyakinan ini terbentuk norma subjektif yang memotivasi individu untuk menyetujui atau mengikuti harapan tersebut karena pengaruh orang lain.
c. Faktor keyakinan kontrol (control beliefs), mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan seseorang dalam melakukan perilaku.
Theory of Planned Behavior digunakan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan bahwa niat merupakan faktor utama yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Pemahaman pajak berkaitan dengan behavioral beliefs, karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, dengan menyadari manfaat pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan risiko jika tidak patuh. Normative beliefs menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap harapan orang lain dan motivasi untuk taat pajak, yang dalam hal ini diwujudkan melalui pelayanan fiskus yang baik akan menciptakan dorongan sosial bagi wajib pajak untuk patuh. Control beliefs berhubungan dengan sanksi pajak, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa adanya sanksi yang tegas akan mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. 
2.2 [bookmark: _Toc215236429]Kepatuhan Pajak
Menurut Rahayu (2020) kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rizky Dwi Ananda et al., (2015) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak taat, tunduk dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Menurut (Rahayu, 2020) kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua:
1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan formal diantaranya:
1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta secara tepat waktu memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. 
3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material mencerminkan pemenuhan kewajiban secara substansi atau isi sehingga memastikan bahwa data dan informasi yang dilaporkan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan material, diantaranya:
1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2) Akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai peraturan perpajakan.
3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).
Menurut Rahadian et al., (2024) indikator kepatuhan pajak formal yang digunakan yaitu:
a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
b. Melaporkan SPT tepat waktu.
c. Membayar pajak tepat waktu.
d. Tidak memiliki tunggakan pajak.
e. Patuh dalam membayar pajak.
Indikator kepatuhan pajak formal menurut Rianty & Syahputera (2020) yaitu:
a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
2.3 [bookmark: _Toc215236430]Pemahaman Pajak 
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Solicah, 2019). Dalam hal ini, pemahaman pajak menjadi aspek penting karena berperan sebagai dasar informasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Welly, 2024). Menurut Amin (2018), pemahaman pajak merupakan proses ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan peraturan perpajakan secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman pajak menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri. Indikator pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Amin (2018) yaitu: 
1. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pemahaman mengenai tarif pajak.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan sanksi pajak.
5. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
2.4 [bookmark: _Toc215236431]Pelayanan Fiskus
Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus merujuk pada upaya petugas pajak untuk mengapresiasi wajib pajak yang telah berpartisipasi membayar pajak dengan memberikan bantuan serta memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif wajib pajak (Welly, 2024). Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang baik dan berkualitas, sebagai respon positif serta timbal balik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak.
Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus senantiasa baik dan berkualitas karena baik buruknya pelayanan akan menjadi tolak ukur keberhasilan petugas pajak. Kualitas ini dinilai dari persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang wajib pajak terima dengan pelayanan yang wajib pajak harapkan. Dengan adanya pelayanan yang baik diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, sekaligus membangun simpati serta meningkatkan kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik setiap saat kepada wajib pajak serta dapat membangun kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Dalam penelitian  Suryanti & Sari (2018), indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan fiskus yaitu:
1. Pelayanan pajak yang berkualitas baik. 
2. Proses pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami.
3. Kemampuan fiskus dalam membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak. 
4. Cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak
2.5 [bookmark: _Toc215236432]Sanksi Pajak
Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Nanik Ermawati & Zaenal Afifi, 2018). Keberadaan sanksi ini berfungsi sebagai jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak ini digunakan sebagai alat pencegah secara preventif agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Solicah, 2019). Sanksi pajak harus mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulanginya kembali (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). 
Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas pelanggaran hukum berupa pembayaran kerugian negara dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa bunga dan denda. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan dan penjara. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam penelitian Rusmawati & Wardani (2015), indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak yaitu: 
1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak.
2. Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak termasuk keterlambatan pelaporan maupun pembayaran akan dikenakan sanksi (denda).
3. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.








2.6 [bookmark: _Toc215236433]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc215237122]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul dan Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian
	Persamaan dan Perbedaan

	1
	Pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

(Welly, Salsabila Nurhasanah, Dewi Puspa Sari, & Rahmi Aminus, 2024) 
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak 
Variabel Independen 
a. Pemahaman wajib pajak 
b. Pelayanan fiskus
c. Sosialisasi 
	Pemahaman wajib pajak dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
	Persamaan: menggunakan variabel pemahaman pajak dan pelayanan fiskus, berlandaskan theory of planned behavior, dengan metode regresi linear berganda serta penentuan sampel melalui rumus slovin. 
Perbedaan: Penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak serta memakai teknik proportionate stratified random sampling. Sementara penelitian terdahulu menggunakan simple random sampling.

	2
	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Delira Aliviany & Novera Kristianti Maharani, 2023) 
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak 
Variabel Independen 
a. Pengetahuan pajak 
b. Kualitas pelayanan fiskus
c. Sanksi pajak 
	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan tersebut.
	Persamaan: menggunakan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak, berlandaskan theory of planned behavior, serta menerapkan analisis regresi linear berganda. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. sementara itu, penelitian terdahulu menggunakan teori pendukung yaitu teori pembelajaran sosial, serta menerapkan teknik convenience sampling

	3
	Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. 

(Ninis Nur Solichah, Isnalita, Noorlailie Soewarno, 2019)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan formal 
Variabel Independen 
a. Penerapan e-filing 
b. Tingkat pemahaman pajak
c. Sanksi pajak
	Penerapan e-filing, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal.
	Persamaan: menggunakan variabel pemahaman pajak & sanksi pajak, fokus pada kepatuhan pajak formal, teknik regresi linear berganda. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teknik convenience sampling.

	Disambung ke halaman berikutnya

	  Tabel 2. 1 Sambungan

	4
	Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wp op

(Heny Suryanti Intan & Erlina Sari, 2018)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak 
Variabel Independen 
a. Sanksi pajak
b. Pelayanan fiskus
a. Pengetahuan perpajakan
	Sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Persamaan: menggunakan variabel independen sanksi pajak & pelayanan fiskus, memakai rumus slovin, serta analisis regresi linear berganda. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, sedangkan penelitian terdahulu probability sampling

	5
	Preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.
 
(Asbi Amin, 2018) 
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan formal 
Variabel Independen 
a. Pemahaman peraturan perpajakan 
b. Kesadaran wajib pajak 
Variabel Moderasi
a. Preferensi risiko  
	Pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal, serta preferensi risiko mampu memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan kepatuhan formal.
	Persamaan: menggunakan variabel pemahaman pajak dan berfokus pada kepatuhan formal. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teori theory of planned behavior, menambahkan variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak, serta analisis regresi linear berganda. sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori prospek dan pembelajaran sosial, serta analisis moderated regression analysis (mra)

	6
	Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

(Sochi Rusmawanti & Dewi Kusuma Wardani, 2015) 
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak pribadi 
Variabel Independen 
a. Pemahaman pajak 
b. Sanksi pajak
c. Sensus pajak 
	Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan sanksi pajak dan sensus pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tersebut.
	Persamaan: menggunakan pemahaman pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen, serta teknik analisis regresi linear berganda. 
Perbedaan: penelitian ini menambahkan variabel pelayanan fiskus, menggunakan theory of planned behavior. sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori atribusi dan pembelajaran sosial.


  Sumber: Review dari berbagai sumber referensi, 2025




2.7 [bookmark: _Toc215236434]Kerangka Konseptual
[bookmark: _Toc208516411][bookmark: _Toc208525495][bookmark: _Toc195826348][bookmark: _Toc197359325][bookmark: _Toc200006370]Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Maka kerangka konsep penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut.
[bookmark: _Toc208516412][bookmark: _Toc208525496]Theory of Planned Behavior
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Olahan, 2025
2.8 [bookmark: _Toc215236435]   Pengembangan Hipotesis
2.8.1 [bookmark: _Toc215236436]Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan theory planned behaviour, perilaku individu ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Salah satu faktor penentu niat adalah behavioral beliefs. Behavioral beliefs adalah keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Keyakinan ini akan membentuk sikap, baik positif maupun negatif, terhadap perilaku tersebut. Jika individu meyakini bahwa hasil dari perilaku tersebut akan positif, maka sikapnya terhadap perilaku itu akan positif, dan sebaliknya.
Pemahaman pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Pemahaman atas pentingnya peran pajak dapat meningkatkan kesadaran untuk patuh serta berkontribusi terhadap pembangunan negara (Solicah, 2019). Wajib pajak yang memahami pajak dengan baik cenderung patuh karena muncul keyakinan bahwa pajak yang dibayar akan memberikan kontribusi nyata bagi dirinya serta menyadari risiko dari ketidakpatuhan, sehingga ini bisa menjadi dorongan untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Welly, 2024). Selain itu, wajib pajak yang memiliki pemahaman tata cara perpajakan akan lebih maksimal dalam menyelesaikan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, maka akan semakin positif pula sikap yang terbentuk terhadap perilaku patuh. Oleh karena itu, pemahaman yang baik diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan uraian tersebut diduga bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Amin (2018) dan Solicah et al., (2019)  yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 
H1: Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.8.2 [bookmark: _Toc215236437]Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan individu mengenai harapan atau pandangan orang lain yang signifikan terhadap perilaku yang akan dilakukan. Dari keyakinan ini terbentuk norma subjektif, yang memotivasi individu untuk menyetujui atau mengikuti harapan tersebut karena pengaruh orang lain. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahhwa individu lain dapat mempengaruhi perilaku individu. Individu yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah fiskus.
Pelayanan fiskus merupakan upaya petugas pajak membantu wajib pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika fiskus melayani dengan baik dan mudah dimengerti, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajibannya. Dengan terciptanya pelayanan yang berkualitas bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kesediaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Welly, 2024).
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Suryanti & Sari (2018) dan Putra et al., (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H2: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
2.8.3 [bookmark: _Toc215236438]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan theory planned behaviour, salah satu faktor penentu niat individu yang mempengaruhi perilaku adalah control beliefs. Control beliefs menjelaskan keyakinan individu mengenai adanya faktor-faktor yang menghambat atau mendukung suatu perilaku.
Sanksi pajak merupakan hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak cenderung patuh apabila mereka menganggap pelanggaran akan menimbulkan kerugian yang lebih besar akibat sanksi yang dikenakan (Mortigor Afrizal Purba, 2018). Sanksi seperti denda dan bunga, memiliki dampak finansial yang dapat memberikan beban tambahan bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui konsekuensi yang serius atas pelanggaran pajak, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan. Adanya sanksi dapat menjadi faktor pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan.
Berdasarkan pernyataan tersebut diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmawati & Wardani (2015) dan Solicah et al., (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3:  Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Data Olahan, 2025

[bookmark: _Toc111024935][bookmark: _Toc113835290][bookmark: _Toc115039735][bookmark: _Toc208525503][bookmark: _Toc215236440]BAB III 
[bookmark: _Toc109091668][bookmark: _Toc184139008][bookmark: _Toc197359329][bookmark: _Toc209978247][bookmark: _Toc209978431][bookmark: _Toc215236441]METODE PENELITIAN 
3.1 [bookmark: _Toc98000202][bookmark: _Toc215236442]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional berisi konsep variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk meneliti variabel, serta pengukuran variabel dimaknai sebagai cara peneliti mengukur variabel dari subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dan pemahaman pajak, pelayanan fiskus serta sanksi pajak sebagai variabel independen.
3.1.1 [bookmark: _Toc215236443]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda yang menunjukkan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Samarinda Ilir atau KPP Pratama Samarinda Ulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rahadian et al., (2024) dan Rianty & Syahputera (2020), yang telah disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu:
a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan tarif dan prosedur penghitungan yang ditetapkan.
d. Melaporkan SPT tepat waktu. 
e. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.
3.1.2 [bookmark: _Toc215236444]Pemahaman Pajak
Pemahaman pajak adalah kondisi ketika wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda memahami peraturan perpajakan serta memiliki kemampuan untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator pemahaman pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Amin (2018), yang telah disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu: 
1. Berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pemahaman mengenai tarif pajak.
4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan sanksi pajak.
5. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
3.1.3 [bookmark: _Toc215236445]Pelayanan Fiskus
Pelayanan fiskus adalah upaya petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu sebagai penyedia layanan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Indikator pelayanan fiskus dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Suryanti & Sari (2018) yaitu:
1. Pelayanan pajak yang berkualitas baik. 
2. Proses pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami. 
3. Kemampuan fiskus dalam membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak. 
4. Cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak.
3.1.4 [bookmark: _Toc215236446]Sanksi Pajak
Sanksi pajak adalah konsekuensi hukuman berupa sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda yang melanggar ketentuan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan pajak. Indikator sanksi pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rusmawati & Wardani (2015), yang telah disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu: 
1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak.
2. Petugas pajak menerapkan sanksi secara adil kepada pelanggar pajak. 
3. Sanksi yang diberlakukan, telah memberatkan para wajib pajak yang melanggar.
4. Penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar. 
5. Tidak ada toleransi dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar. 
3.2 [bookmark: _Toc98000203][bookmark: _Toc215236447]Populasi Dan Sampel
Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi yang dianalisis dalam penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP)  aktif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Dalam penentuan jumlah sampel, populasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Kota Samarinda memiliki dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Pada tahun 2025, terdapat 12.003 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 234 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir, sedangkan di KPP Pratama Samarinda Ulu terdapat 13.166 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 248 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian, jumlah populasi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Samarinda adalah 25.169 wajib pajak dan jumlah populasi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda adalah 482 wajib pajak. Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sampel yang dapat mewakili populasi. Berikut ini jumlah sampel untuk populasi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha:

Keterangan:
n	:  Jumlah Sampel Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha
N		:  Jumlah Populasi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha
e		:  Tingkat Kesalahan Sampel, sampling error 10%
Dengan perhitungan sampel:


Berikut ini jumlah sampel untuk populasi Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas:

Keterangan:
n	:  Jumlah Sampel Wajib Pajak yang Melakukan Pekerjaan Bebas
N		:  Jumlah Populasi Wajib Pajak yang Melakukan Pekerjaaan Bebas
e		:  Tingkat Kesalahan Sampel, sampling error 10%
Dengan perhitungan sampel:


Dari rumus slovin didapatkan jumlah sampel 100 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 83 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan stratified random sampling dimana sampel didistribusikan secara proporsional ke setiap kecamatan di Kota Samarinda, yang menjadi unit strata wilayah dalam penelitian ini. Adapun kecamatan di KPP Pratama Samarinda Ilir yang menjadi strata wilayah meliputi: Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Pinang. Sedangkan kecamatan di KPP Pratama Samarinda Ulu yang menjadi strata wilayah meliputi Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Jumlah sampel pada masing-masing kecamatan ditentukan dengan alokasi proporsional, menggunakan rumus:

Keterangan:
ni	:  Jumlah strata 
n		:  Jumlah sampel (100 pelaku usaha dan 83 pekerjaan bebas)
Ni		:  Jumlah anggota strata
N		:  Jumlah anggota populasi (25.169 pelaku usaha dan 482 pekerja bebas)
Maka anggota sampel:
[bookmark: _Toc215237212]Tabel 3. 1 Data Populasi dan Sampel Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
	No
	KPP
	Kecamatan
	Populasi Pelaku Usaha Aktif
	Populasi Pekerjaan Bebas Aktif
	Total
	Sampel Pelaku Usaha Aktif
	Sampel Pekerjaan Bebas Aktif
	Total

	1
	KPP Pratama Samarinda Ilir
	Samarinda Ilir
	1.757
	34
	1.791
	7
	6
	13

	2
	
	Samarinda Kota
	1.809
	51
	1.860
	7
	9
	16

	3
	
	Samarinda Utara
	3.445
	68
	3.513
	14
	12
	26

	4
	
	Sambutan
	1.634
	15
	1.649
	7
	3
	10

	5
	
	Sungai Pinang
	3.358
	66
	3.424
	13
	11
	24

	6
	KPP Pratama Samarinda Ulu
	Loa Janan Ilir
	1.886
	38
	1.924
	7
	6
	13

	7
	
	Palaran
	1.747
	36
	1.783
	7
	6
	13

	8
	
	Samarinda Seberang
	1.443
	29
	1.472
	6
	5
	11

	9
	
	Samarinda Ulu
	4.015
	82
	4.097
	16
	14
	30

	10
	
	Sungai Kunjang
	4.076
	62
	4.138
	16
	11
	27

	Total
	25.169
	482
	25.651
	100
	83
	183


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, 2025
3.3 [bookmark: _Toc98000204][bookmark: _Toc215236448]Jenis Dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan statistik. Angka diperoleh dengan menerjemahkan pernyataan kuesioner dan analisis data bertujuan pada pengujian hipotesis penelitian.
Sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner fisik yang diambil secara langsung dan diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda untuk menguji pengaruh pemahaman pajak (X1), pelayanan fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kuesioner yang disebarkan kemudian langsung dikumpulkan oleh penulis untuk diolah.
3.4 [bookmark: _Toc98000205][bookmark: _Toc215236449]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner fisik kepada responden untuk diisi, kemudian jawaban yang diberikan akan diproses dan diuji lebih lanjut. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan karakteristik responden yang menjadi target penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha dan praktik responden. Proses penyebaran kuesioner dimulai sejak penyelesaian proposal penelitian hingga tahap akhir pengumpulan data. Kuesioner terdiri atas sejumlah pernyataan yang diajukan kepada responden dan dijawab menggunakan skala Likert. Berikut adalah skala pengukurannya:
· Skor 1: sangat tidak setuju (STS) 
· Skor 2: tidak setuju (TS) 
· Skor 3: netral (N) 
· Skor 4: setuju (S) 
· Skor 5: sangat setuju (SS)
3.5 [bookmark: _Toc215236450]Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan software SPSS versi 25 untuk mengolah data. Analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda. Dalam prosesnya, metode analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji determinasi koefisien dan uji hipotesis. Adapun penjelasan dari masing-masing tahap analisis data adalah sebagai berikut:
3.5.1 [bookmark: _Toc215236451]Pilot Test
Pilot test adalah percobaan seluruh pernyataan sebelum menyebarkan kuesioner pada responden. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas pengukuran skala yang digunakan oleh peneliti untuk memahami tingkat kesalahan. Dengan kata lain, pilot test dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sesuai dengan tujuan. Kriteria responden dalam pilot test ini adalah wajib pajak orang pribadi aktif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. 
1. Uji Validitas
Uji validitas adalah uji untuk mengukur valid atau tidaknya setiap pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Uji ini digunakan untuk untuk memastikan apakah instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Ghozali (2018) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara jumlah dari masing-masing pernyataan dengan jumlah keseluruhan variabel. Teknik pengujian ini menggunakan pearson correlation dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel untuk degree of freedom (df)= n-2. Syarat instrumen valid ketika r-hitung  >  r-tabel. Pilot test yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 35 responden awal yang terdiri dari 19 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 16 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Berdasarkan (df) = 35 - 2 = 33 dan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,282. Sehingga suatu instrumen dinyatakan valid apabila r-hitung > 0,282. Berikut ini disajikan hasil uji validitas:
[bookmark: _Toc215237213]Tabel 3. 1 Hasil Uji Validitas Pilot Test
	Variabel
	Item
	r-hitung
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	1
	0,834
	Valid

	
	2
	0,768
	Valid

	
	3
	0,899
	Valid

	
	4
	0,911
	Valid

	
	5
	0,869
	Valid

	Pemahaman Pajak (X1)
	1
	0,865
	Valid

	
	2
	0,855
	Valid

	
	3
	0,883
	Valid

	
	4
	0,897
	Valid

	
	5
	0,864
	Valid

	Pelayanan Fiskus (X2)
	1
	0,870
	Valid

	
	2
	0,927
	Valid

	
	3
	0,885
	Valid

	
	4
	0,905
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	1
	0,850
	Valid

	
	2
	0,795
	Valid

	
	3
	0,884
	Valid

	
	4
	0,777
	Valid

	
	5
	0,807
	Valid


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Berdasarkan Tabel 3.2 hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r-hitung untuk setiap instrumen pernyataan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,282, sehingga semua indikator dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2018), uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban yang diberikan responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Samarinda bersifat stabil dan konsisten. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha (α) > 0,7. Berikut disajikan hasil uji reliabilitas: 
[bookmark: _Toc215237214]Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test
	Variabel
	Cronbach's Alpha
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,907
	Reliabel

	Pemahaman Pajak (X1)
	0,921
	Reliabel

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0,917
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X3)
	0,878
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Tabel 3.3 menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, dengan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, instrumen pernyataan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengukuran.
3.5.2 [bookmark: _Toc215236452]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik responden penelitian. Metode ini digunakan untuk menyajikan dan mengolah data secara ringkas, serta memudahkan peneliti dalam menggambarkan dan memahami data.
3.5.3 [bookmark: _Toc215236453]Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan metode statistik dalam analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat masalah asumsi klasik atau tidak pada model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) (Ghozali, 2018). Tujuan utama uji asumsi klasik adalah memastikan parameter yang digunakan sahih dan tidak bias. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Apabila terjadi korelasi yang tinggi, maka variabel independen dapat saling mempengaruhi sehingga mengganggu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, dan sebaliknya apabila nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10 maka terdapat multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual (Ghozali, 2018). Jika dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain memiliki varians yang tetap akan disebut homoskedastisitas dan jika dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki varians yang tetap maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai Sig. < 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.
3.5.4 [bookmark: _Toc215236454]Uji F
Menurut Ghozali (2018), uji goodness of fit (uji kelayakan model) digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam memprediksi nilai aktual secara statistik. Model ini dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
Uji F dilakukan dengan melihat output hasil regresi pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi F > 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini dinyatakan tidak layak digunakan. Sebaliknya, jika signifikansi F < 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen model regresi dianggap layak digunakan. Selain itu, data juga layak digunakan jika nilai F-hitung > F-tabel.
3.5.5 [bookmark: _Toc215236455]Uji Koefisien Determinasi (R²)
Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berada pada kisaran 0 hingga 1. Nilai R² mendekati nilai satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai R² = 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen.
3.5.6 [bookmark: _Toc215236456]Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linier berganda bertujuan agar menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel. Dalam regresi linear berganda pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen (Y) dan variabel  independen terdiri dari pemahaman pajak (X1), pelayanan fiskus (X2), dan sanksi pajak (X3). Persamaan model regresi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Y = α +  +  +  + e
Keterangan:
Y	:  Kepatuhan Wajib Pajak 
α	:  Konstanta
	:  Koefisien Regresi 
	:  Koefisien Regresi 
	:  Koefisien Regresi 
	:  Pemahaman Pajak
	:  Pelayanan Fiskus
	:  Sanksi Pajak
e	:  Standard Error

2. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Uji ini bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel independen secara individual mampu menjelaskan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,10 (α = 10%). Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% (α = 0,10). Penentuan taraf ini mengacu pada Gani dan Amalia (2014) yang menyatakan bahwa dalam penelitian sosial dengan data primer berbentuk cross section, tingkat signifikansi dapat diperluas hingga 20% (α = 0,20). Dengan demikian, taraf signifikansi 10% masih berada dalam batas yang dapat diterima dalam penelitian sosial. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi < 0,10, maka hipotesis diterima. Selain itu, kriteria lain yang digunakan dalam membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah nilai uji t tersebut bernilai positif.


[bookmark: _Toc208525520][bookmark: _Toc215236457]BAB IV
[bookmark: _Toc209978264][bookmark: _Toc209978448][bookmark: _Toc215236458]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc215236459]Gambaran Umum Penelitian
Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Sebaran kuesioner dalam penelitian ini mencakup sepuluh kecamatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Kecamatan yang berada di bawah KPP Pratama Samarinda Ilir meliputi Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang, sedangkan wilayah KPP Pratama Samarinda Ulu meliputi Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha para pelaku usaha dan tempat praktik para pekerja bebas, serta melalui kunjungan ke KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu untuk menemui wajib pajak yang sedang mengurus administrasi perpajakan. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode 17 Juni 2025 hingga 20 November 2025. Hasil distribusi kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel berikut: 
[bookmark: _Toc215236620]Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner
	Keterangan
	Jumlah (rangkap)

	Kuesioner yang tersebar
	188

	Kuesioner yang memenuhi kriteria
	183

	Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria
	5

	Kuesioner yang diolah
	183


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan hasil pengumpulan dan seleksi data diperoleh 183 responden yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 188 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 183 kuesioner yang layak digunakan dan diolah sebagai data penelitian. Sementara itu, 5 kuesioner tidak memenuhi kriteria karena berdasarkan aspek jabatan, responden merupakan karyawan dan bukan sebagai pemilik, sehingga tidak berkewajiban untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Oleh karena itu, kuesioner tersebut tidak dimasukkan kedalam sampel penelitian.
4.2. [bookmark: _Toc215236460]Karakteristik Responden
Pada Karakteristik Responden, peneliti memaparkan identitas responden yang telah memenuhi syarat sebagai pengisi kuesioner. Adapun kriteria yang ditanyakan pada kuesioner adalah jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, kecamatan, kepemilikan NPWP, jabatan, bidang, terdaftar di kpp dan status wajib pajak. Jumlah berdasarkan karakteristik responden tersebut, ditampilkan pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc215236621]Tabel 4. 2 Data Statistik Karakteristik Responden
	Kriteria
	Karakteristik
	Jumlah
	Persentase

	Jenis Kelamin
	Laki-laki
	64
	35%

	
	Perempuan
	119
	65%

	Usia
	21-30 Tahun
	36
	20%

	
	31-40 Tahun
	47
	26%

	
	41-50 Tahun
	59
	32%

	
	51-60 Tahun
	34
	19%

	
	> 60 Tahun
	7
	4%

	Pendidikan Terakhir
	SMA
	85
	46%

	
	Diploma (D3)
	5
	3%

	
	Sarjana (S1)
	89
	49%

	
	Magister (S2)
	4
	2%

	Pekerjaan
	Pelaku Usaha
	100
	55%

	
	Dokter Umum
	41
	22%


Tabel 4.2 Sambungan
	Pekerjaan
	Dokter Gigi
	14
	8%

	
	Notaris & PPAT
	21
	11%

	
	Pengacara
	7
	4%

	Kecamatan
	Samarinda Ilir
	13
	7%

	
	Samarinda Kota
	16
	9%

	
	Samarinda Utara
	26
	14%

	
	Sambutan
	10
	5%

	
	Sungai Pinang
	24
	13%

	
	Loa Janan Ilir
	13
	7%

	
	Palaran
	13
	7%

	
	Samarinda Seberang
	11
	6%

	
	Samarinda Ulu
	30
	16%

	
	Sungai Kunjang
	27
	15%

	NPWP
	Memiliki NPWP
	183
	100%

	
	Tidak Memiliki NPWP
	0
	0%

	Jabatan Responden
	Pemilik
	183
	100%

	
	Karyawan
	0
	0%

	Bidang
	Dagang
	100
	55%

	
	Jasa
	0
	0%

	
	Manufaktur
	0
	0%

	
	Profesi
	83
	45%

	Terdaftar di KPP
	KPP Pratama Samarinda Ilir
	89
	49%

	
	KPP Pratama Samarinda Ulu
	94
	51%

	Status WP
	WP Orang Pribadi
	183
	100%

	
	WP Badan
	0
	0%


Sumber: Data Primer, 2025
Berdasarkan data yang diperoleh dari 183 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda, diperoleh beberapa karakteristik demografis yang menggambarkan profil responden dalam penelitian ini. Berdasarkan kelompok jenis kelamin responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 119 orang (65%), sedangkan laki-laki berjumlah 64 orang (35%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha dan pekerjaan bebas yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan.
Berdasarkan aspek usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 41–50 tahun sebanyak 59 orang (32%), diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 47 orang (26%). Sementara itu, responden berusia 21–30 tahun berjumlah 36 orang (20%), usia 51–60 tahun sebanyak 34 orang (19%), dan usia di atas 60 tahun hanya 7 orang (4%). Dengan demikian, sebagian besar wajib pajak berada pada usia produktif. 
Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA, yaitu sebanyak 85 orang (46%), Sarjana (S1) sebanyak 89 orang (49%), Diploma (D3) berjumlah 5 orang (3%), dan Magister (S2) sebanyak 4 orang (2%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. 
Berdasarkan jenis pekerjaan sebagian besar responden berprofesi sebagai pelaku usaha, yaitu sebanyak 100 orang (55%). Profesi lainnya meliputi dokter umum sebanyak 41 orang (22%), dokter gigi 14 orang (8%), notaris dan PPAT sebanyak 21 orang (11%) dan pengacara sebanyak 7 orang (4%).
Dilihat dari sebaran wilayah, responden berasal dari berbagai kecamatan di Kota Samarinda. Distribusi terbesar berasal dari Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 30 orang (16%), diikuti oleh Sungai Kunjang sebanyak 27 orang (15%), Samarinda Utara sebanyak 26 orang (14%), dan Sungai Pinang sebanyak 24 orang (13%). Selebihnya tersebar di Samarinda Kota sebanyak 16 orang (9%), Samarinda Ilir sebanyak 13 orang (7%), Loa Janan Ilir sebanyak 13 orang (7%), Palaran sebanyak 13 orang (7%), Samarinda Seberang sebanyak 11 orang (6%) dan Sambutan sebanyak 10 orang (5%). 
Berdasarkan bidang, mayoritas pelaku usaha bergerak di sektor perdagangan, yaitu sebanyak 100 orang (55%) dan 83 orang (45%) di bidang profesi. Selain itu, seluruh responden juga berstatus sebagai pemilik dari usaha dan praktiknya. Seluruh responden dalam penelitian ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebanyak 89 responden (49%) terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, sedangkan 94 responden (51%) terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Seluruhnya berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi.
4.3. [bookmark: _Toc215236461]Analisis Statistik Deskriptif
	Tujuan dari analisis deskriptif adalah menyajikan gambaran hasil jawaban responden dari setiap indikator pengukuran variabel data sehingga data lebih mudah dipahami. Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah pemahaman pajak (X1) dan pelayanan fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3). Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. 
[bookmark: _Toc215236462]Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak (Y)
Kepatuhan pajak dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: 
[bookmark: _Toc215236622]Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak (Y)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y1
	0
	0
	25
	103
	55
	4,16

	Y2
	0
	11
	28
	102
	42
	3,95

	Y3
	0
	11
	45
	92
	35
	3,82

	Y4
	0
	13
	37
	92
	41
	3,87

	Y5
	0
	10
	31
	89
	53
	4,01

	Mean Variabel
	3,96


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y1 diperoleh nilai mean 4,16. Dengan demikian wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu serta memiliki NPWP. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y2 diperoleh nilai mean 3,95. Dengan demikian wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y3 diperoleh nilai 3,82. Dengan demikian wajib pajak menghitung jumlah pajak mereka berdasarkan ketentuan tarif dan prosedur perhitungan yang ditetapkan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y4 diperoleh nilai mean 3,87. Dengan demikian wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y5 diperoleh nilai mean 4,01. Dengan demikian wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.
[bookmark: _Toc215236463]Analisis Deskriptif Pemahaman Pajak (X1)
Pemahaman pajak dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc215236623]Tabel 4. 4 Analisis Deskriptif Pemahaman Pajak (X1)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	0
	10
	47
	91
	35
	3,82

	X1.2
	0
	9
	35
	92
	47
	3,96

	X1.3
	0
	13
	41
	85
	44
	3,87

	X1.4
	0
	16
	44
	86
	37
	3,78

	X1.5
	0
	16
	45
	88
	34
	3,76

	Mean Variabel
	3,84


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata jawaban responden pada setiap pernyataan variabel pemahaman pajak (X1) berada pada kategori setuju. Pada pernyataan X1.1, diperoleh nilai mean sebesar 3,82, yang menunjukkan bahwa wajib pajak berusaha memahami isi undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada pernyataan X1.2, nilai mean sebesar 3,96, mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Pernyataan X1.3 memperoleh mean 3,87, yang berarti wajib pajak mengetahui tarif pajak untuk penghasilan mereka. Selanjutnya, pernyataan X1.4 dengan mean 3,78, menunjukkan bahwa wajib pajak memahami istilah perpajakan seperti PTKP, PKP, dan sanksi pajak. Pernyataan X1.5 memiliki mean 3,76, yang menunjukkan bahwa responden memperoleh pemahaman mengenai peraturan perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
[bookmark: _Toc215236464]Analisis Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)
Pelayanan fiskus dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc215236624]Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	0
	18
	45
	70
	50
	3,83

	X2.2
	0
	11
	41
	85
	46
	3,90

	X2.3
	0
	9
	34
	77
	63
	4,06

	X2.4
	1
	19
	38
	72
	53
	3,85

	Mean Variabel
	3,91


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.1 diperoleh nilai mean 3,83. Dengan demikian wajib pajak merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.2 diperoleh nilai mean 3,90. Dengan demikian petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu melayani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.3 diperoleh nilai 4,06. Dengan demikian petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang kompeten, sehingga membantu meningkatkan pemahaman pajak wajib pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.4 diperoleh nilai mean 3,85. Dengan demikian petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu selalu cepat dan tanggap dalam merespon keluhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc215236465]Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)
Sanksi pajak dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc215236625]Tabel 4. 6 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	0
	13
	54
	85
	31
	3,73

	X3.2
	1
	16
	49
	88
	29
	3,69

	X3.3
	1
	10
	46
	85
	41
	3,84

	X3.4
	0
	10
	41
	80
	52
	3,95

	X3.5
	1
	11
	42
	98
	31
	3,80

	Mean Variabel
	3,80


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
	Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.1 diperoleh nilai mean 3,73. Dengan demikian sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak KPP terhadap pelanggar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.2 diperoleh nilai mean 3,69. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas merasa bahwa petugas pajak telah berlaku adil kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.3 diperoleh nilai 3,84. Dengan demikian sanksi pajak yang dikenakan kepada semua pelanggar pajak menurut wajib pajak telah memberatkan pelanggar pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.4 diperoleh nilai mean 3,95. Dengan demikian penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggarnya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.5 diperoleh nilai mean 3,80. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya toleransi dalam pemberian sanksi pajak terhadap seluruh pihak pelanggar pajak.
4.4. [bookmark: _Toc215236466]Hasil Analisis Data
1. [bookmark: _Toc215236467]Hasil Uji Instrumen
1. Uji Validitas
Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan uji satu arah pada jumlah sampel (n) = 183 diperoleh nilai r tabel sebesar 0,122. Suatu instrumen penelitian dinyatakan valid apabila nilai r-hitung > r-tabel. Berikut pada tabel hasil dari uji validitas responden utama:
[bookmark: _Toc215236626]Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas 
	Variabel
	Item
	Korelasi Pearson 
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	1
	0,751
	Valid

	
	2
	0,820
	Valid

	
	3
	0,875
	Valid

	
	4
	0,867
	Valid

	
	5
	0,858
	Valid

	Pemahaman Pajak (X1)
	1
	0,802
	Valid

	
	2
	0,831
	Valid

	
	3
	0,803
	Valid

	
	4
	0,859
	Valid

	
	5
	0,820
	Valid



Tabel 4.7 Sambungan
	Pelayanan Fiskus (X2)
	1
	0,892
	Valid

	
	2
	0,892
	Valid

	
	3
	0,892
	Valid

	
	4
	0,906
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	1
	0,841
	Valid

	
	2
	0,831
	Valid

	
	3
	0,835
	Valid

	
	4
	0,821
	Valid

	
	5
	0,762
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai r hitung > 0,122, sehingga disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini valid dan layak digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. 
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen dapat mengukur secara konsisten atau reliabel. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0,70.
[bookmark: _Toc215236627]Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	Pemahaman Pajak (X1)
	0,881
	Reliabel

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0,916
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X3)
	0,877
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,891
	Reliabel


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach Alpha ≥ 0,70 yang membuktikan setiap pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga setiap instrumen memiliki konsistensi dan stabilitas dalam pernyataan yang disampaikan kepada responden.
[bookmark: _Toc215236468]Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Data berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 dan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil dari uji normalitas:
[bookmark: _Toc215236628]Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	 
	Unstandardized Residual

	N
	183

	Normal Parametersa,b
	Mean
	0,0000000

	
	Std. Deviation
	2,22872699

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0,050

	
	Positive
	0,045

	
	Negative
	-0,050

	Test Statistic
	0,050

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	,200c,d


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Dari tabel diatas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai asymp. sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05 sehingga data berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen yaitu pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan multikolinearitas karena jika ada gejala tersebut dapat menyebabkan variabel akan mengganggu sebab menghasilkan parameter yang mirip. Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Berikut hasil uji multikolinearitas:
[bookmark: _Toc215236629]Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas
	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	 
	 

	
	Pemahaman Pajak 
	0,460
	2,174

	
	Pelayanan Fiskus
	0,346
	2,894

	
	Sanksi Pajak
	0,328
	3,046


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Dari tabel diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance 0,460, 0,346, 0,328 > 0,10 dan nilai VIF 2,174, 3,894, 3,046 < 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser melalui nilai siig. Model regresi seharusnya memenuhi homoskedastisitas, yaitu ketika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:
[bookmark: _Toc215236630]Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas
	Coefficientsa

	Model
	Sig.

	
	

	1
	(Constant)
	0,027

	
	Pemahaman Pajak 
	0,955

	
	Pelayanan Fiskus
	0,894

	
	Sanksi Pajak
	0,664


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel diatas nilai sig. X1 sebesar 0,955 > 0,05, nilai sig. X2 sebesar 0,894 > 0,05 dan nilai sig. X3 sebesar 0,664 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc215236469][bookmark: _Toc208525526]Hasil Uji F
Menurut Ghozali (2018), uji goodness of fit (uji kelayakan model) digunakan untuk menentukan apakah model regresi dapat atau layak digunakan dalam penelitian ini. Layak maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0,05 atau F-hitung > F-tabel, maka disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji kelayakan model:
[bookmark: _Toc215236631]Tabel 4. 12 Hasil Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1041,047
	3
	347,016
	68,710
	,000b

	
	Residual
	904,035
	179
	5,050
	 
	 

	
	Total
	1945,082
	182
	 
	 
	 


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai F-hitung sebesar 68,710. F-tabel diperoleh dari df 1 = k (jumlah variabel) - 1 = 4-1 = 3 dan df 2 = n-k-l atau (183-3-1) = 179 hasil diperoleh (3;179). Hasil yang diperoleh untuk F tabel adalah 2,66 maka F hitung lebih besar dari F tabel (68,710 > 2,66). Selain itu nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini telah layak digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis.
[bookmark: _Toc215236470]Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
	Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel independen (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Nilainya berada pada kisaran 0 dan 1 yang berarti jika nilai mendekati satu berarti variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut hasil analisis koefisien determinasi:
[bookmark: _Toc215236632]Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi
	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,732a
	0,535
	0,527
	2,247


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel diatas nilai uji koefisien determinasi adalah 0,527 atau 52,7%. Artinya, variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 52,7%, sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc215236471]Hasil Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel yang dalam hal ini menjelaskan hubungan pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil analisis regresi linear berganda: 
[bookmark: _Toc215236633]Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients

	
	B
	Std. Error

	1
	(Constant)
	5,892
	1,017

	
	Pemahaman Pajak 
	0,211
	0,071

	
	Pelayanan Fiskus
	0,307
	0,088

	
	Sanksi Pajak
	0,267
	0,085


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Y = 5,892 + 0,211 + 0,307 + 0,267 + e
Hasil persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta (α) sebesar 5,892 menunjukkan keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu jika seluruh variabel independen yaitu pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 5,892.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman pajak (X1) sebesar 0,211 yang artinya adanya pengaruh positif variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak (Y). Hal ini berarti jika pemahaman pajak (X1) memiliki kenaikan 1 (satu) satuan dengan asumsi variabel lain tidak berubah, maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi peningkatan sebesar 0,211.
3. Nilai koefisien pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,307 yang artinya adanya pengaruh positif variabel pelayanan fiskus (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut berarti jika nilai koefisien pelayanan fiskus (X2) naik 1 (satu) dengan asumsi variabel lain tidak berubah, maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi peningkatan sebesar 0,307.
4. Nilai koefisien sanksi pajak (X3) sebesar 0,267 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif variabel sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti jika nilai koefisien sanksi pajak (X3) naik 1 (satu) dengan asumsi variabel lain tidak berubah, maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi peningkatan sebesar 0,267.

2. [bookmark: _Toc208525527]Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Jika nilai signifikansi < 0,10 dan bernilai positif, maka hipotesis diterima. Berikut hasil uji t:
[bookmark: _Toc215236634]Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik
	Coefficientsa

	Model
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	 
	5,792
	0,000

	
	Pemahaman Pajak 
	0,222
	2,955
	0,004

	
	Pelayanan Fiskus
	0,304
	3,504
	0,001

	
	Sanksi Pajak
	0,281
	3,160
	0,002


Hasil Olahan Data SPSS 25, 2025
Hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pemahaman pajak memiliki nilai signifikan 0,004 < 0,10 dan koefisien beta standar bernilai positif maka disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama (H1) dapat diterima.
2) Pelayanan fiskus pajak memiliki nilai signifikan 0,001 < 0,10 dan koefisien beta standar bernilai positif maka disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua (H2) dapat diterima.
3) Sanksi pajak memiliki nilai signifikan 0,002 < 0,10 dan koefisien beta standar bernilai positif maka disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.
4.5. [bookmark: _Toc215236472]Pembahasan
1. [bookmark: _Toc215236473]Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
Pada pengujian pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Koefisien beta standar sebesar 0,222 menunjukkan arah hubungan yang positif antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-statistik sebesar 2,955 yang melebihi 1,66 menegaskan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Temuan ini semakin diperkuat oleh nilai signifikansi sebesar 0,004, yang berada di bawah ambang 0,10 bahkan 0,05, sehingga hipotesis dinyatakan dapat diterima.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pajak berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Pemahaman pajak berperan sebagai dasar informasi yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri (Welly, 2024). Wajib pajak yang memahami tata cara perpajakan cenderung lebih optimal dalam menjalankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan gambaran umum objek penelitian, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, yaitu 46% berpendidikan SMA dan 49% berpendidikan sarjana. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi tersebut berperan dalam meningkatkan kemampuan responden untuk mengakses dan memahami informasi perpajakan, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional terkait pemenuhan kewajiban pajak. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden berada pada kategori setuju dengan nilai mean 3,84, yang mencerminkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang baik. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada aspek memahami hak dan kewajiban perpajakan. Artinya wajib pajak telah memiliki dasar kesadaran yang kuat mengenai peran serta tanggung jawabnya, sehingga mendukung terbentuknya perilaku kepatuhan. Namun, indikator pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi KPP memperoleh nilai terendah meskipun masih dalam kategori setuju, menunjukkan bahwa sosialisasi formal KPP belum berjalan optimal. Oleh karena itu, KPP perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi melalui pelaksanaan yang lebih rutin dan berkesinambungan khususnya ketika terdapat pembaruan peraturan agar dapat menjembatani kesenjangan pemahaman. Temuan ini juga menekankan perlunya peran aktif wajib pajak dalam memanfaatkan kegiatan sosialisasi sebagai sumber informasi utama agar pemahaman perpajakan dapat meningkat.
Theory of planned behavior menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut. Pemahaman pajak mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap manfaat dan risiko yang muncul dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta menyadari risiko dari ketidakpatuhan, maka terbentuklah sikap positif terhadap kepatuhan. Sikap ini kemudian mendorong niat dan perilaku nyata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Temuan ini mendukung hasil penelitian Amin (2018) dan Solicah et al., (2019), yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan tingkat pemahaman yang lebih baik akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti cara membayar dan melaporkan pajak. 
[bookmark: _Toc215236474]Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
Hasil pengujian kedua, ditemukan bahwa pelayanan fiskus terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Nilai koefisien beta standar sebesar 0,304 menunjukkan arah hubungan yang positif. Kemudian, nilai t-statistik sebesar 3,504 yang lebih besar dari 1,66 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan. Hal ini diperkuat oleh nilai sig sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,10 maupun 0,05 sehingga hipotesis diterima.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan memuaskan tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga menciptakan dorongan sosial bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Ditinjau dari gambaran umum objek penelitian, sebagian besar responden berada pada usia produktif, sehingga pelayanan fiskus yang mudah dipahami sangat dibutuhkan bagi responden yang belum terbiasa dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Peran petugas fiskus dalam memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak berperan penting dalam menjembatani keterbatasan pemahaman wajib pajak dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel pelayanan fiskus memperoleh nilai mean sebesar 3,91, yang mengindikasikan bahwa responden berada pada kategori setuju. Temuan ini mencerminkan bahwa wajib pajak menilai pelayanan yang diberikan KPP Pratama Samarinda Ilir dan Samarinda Ulu sudah berlangsung dengan baik. Penilaian positif tersebut terutama terlihat pada indikator yang berkaitan dengan kompetensi petugas, di mana kemampuan dan pengetahuan fiskus dinilai cukup membantu wajib pajak dalam memahami dan menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Meskipun demikian, indikator kepuasan umum terhadap pelayanan serta kecepatan dan ketanggapan dalam merespon keluhan memperoleh nilai terendah meskipun masih dalam kategori setuju. Oleh karena itu, KPP perlu memperkuat aspek responsivitas melalui prosedur penanganan keluhan yang lebih efisien dan penetapan alokasi sumber daya yang memadai, sehingga keluhan dapat ditangani dengan lebih cepat dan tanggap serta berdampak pada meningkatnya kepuasan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior, yang menyatakan bahwa salah satu determinan niat berperilaku adalah keyakinan normatif. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif dapat terbentuk ketika wajib pajak merasakan dorongan dari pelayanan fiskus. Pelayanan yang informatif dan responsif membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, sehingga meningkatkan motivasi dan kemauan untuk patuh. 
Selain itu, temuan ini konsisten dengan penelitian Suryanti & Sari (2018) serta Putra et al., (2023), yang menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika pelayanan pajak berjalan dengan baik, wajib pajak cenderung untuk mematuhi kewajibannya.
[bookmark: _Toc215236475]Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
Pengujian ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Nilai koefisien beta standar sebesar 0,281 menunjukkan arah hubungan yang positif. Kemudian, nilai t-statistik sebesar 3,160 yang lebih besar dari 1,66 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan. Hal ini diperkuat oleh nilai sig sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,10 dan 0,05 sehingga hipotesis diterima. 
Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan sanksi pajak berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang menegaskan adanya konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, semakin berat dan tegas sanksi pajak yang diterapkan, maka semakin besar pula dorongan wajib pajak untuk patuh.
Gambaran umum responden memperlihatkan bahwa sebagian besar wajib pajak berada pada rentang usia produktif dan memiliki pendidikan menengah ke atas. Pada kondisi tersebut, wajib pajak cenderung aktif secara finansial, sehingga lebih sensitif terhadap risiko beban tambahan, termasuk sanksi pajak yang dapat memengaruhi kondisi finansial mereka. 
Perolehan mean sebesar 3,80 menunjukkan bahwa sanksi pajak dinilai responden dalam kategori setuju. Indikator dengan skor tertinggi adalah keyakinan bahwa sanksi yang tegas mampu menimbulkan efek jera. Temuan ini mencerminkan bahwa wajib pajak menilai penerapan sanksi yang berat efektif sebagai pencegah pelanggaran karena dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang merugikan bagi pelanggar. Namun, indikator terkait keadilan petugas dalam memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelanggar memperoleh skor terendah. Meskipun masih dalam kategori setuju, hasil ini mengindikasikan adanya keraguan wajib pajak terhadap aspek kesetaraan dalam penegakan sanksi. Dengan demkian, sanksi pajak harus ditetapkan secara konsisten dan adil. Persepsi keadilan dan kesetaraan dalam penerapan sanksi menjadi kunci dalam menciptakan efek jera yang merata di seluruh lapisan wajib pajak. 
Berdasarkan theory of planned behavior, khususnya pada dimensi control beliefs menekankan keyakinan individu mengenai adanya faktor eksternal yang dapat mendorong atau menghambat perilaku. Hasil ini sejalan dengan teori ini karena sanksi pajak merupakan bentuk kontrol eksternal yang berfungsi sebagai pencegah pelanggaran. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran akan dikenai konsekuensi finansial yang merugikan, mereka cenderung mempertimbangkan risiko tersebut sebelum memutuskan untuk tidak patuh. 
Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rusmawati & Wardani (2015) dan Solicah et al., (2019), yang keduanya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini karena sanksi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 


[bookmark: _Toc208525530][bookmark: _Toc215236476]BAB V
[bookmark: _Toc209978467][bookmark: _Toc215236477]PENUTUP
5.1. [bookmark: _Toc215236478]Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
5.2. [bookmark: _Toc215236479]Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, diharapkan efektivitas program edukasi pajak dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan sosialisasi guna menjembatani kesenjangan pemahaman wajib pajak. Selain itu, kualitas pelayanan perlu diperkuat dengan meningkatkan responsivitas dalam menangani keluhan wajib pajak. Dalam aspek penegakan sanksi, KPP juga perlu memastikan bahwa sanksi perpajakan diterapkan secara tegas dan adil agar tercipta persepsi kesetaraan serta mendorong terbentuknya efek jera yang merata bagi seluruh wajib pajak yang melanggar.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda, diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam memahami peraturan perpajakan, salah satunya dengan memanfaatkan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPP sebagai sumber informasi utama. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih mudah dan lebih tepat dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.
3. [bookmark: _GoBack]Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, mengingat hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel X hanya mampu menjelaskan 52,7% variasi pada variabel Y. Dengan penambahan variabel tambahan, penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap.




25

[bookmark: _Toc215236480]DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I. (1985). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Alfianto, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Dinas Perhubungan Kota Cilegon). Journal of Management Accounting and Administration, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53
Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU), 3(3), 14–26. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550
Amanda, R. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3, 1–9.
Amin, A. (2018). Preferensi Resiko dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal pada KPP Prataman Makassar Utara. Jurnal Akuntansi, 681–689.
Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. Accounting, 7(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015
Armayni Lubis, R., M, B., & Nurmala Sari, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemperor (JAKK), 2(1), 96–105. https://doi.org/10.30649/japk.v11i2.70
Aryanti, D. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(7), 1–21.
Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi, 11(1), 1–12. https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798
Ernawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. Proceeding SENDI_U, 6(6), 3080. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430
Gani, I., & Amalia, S. (2014). Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. In CV Andi Offset.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro edition.
Lestari, N. D., & Sofianty, D. (2020). Pengaruh Penerapan E-filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Bandung. Prosiding Akutansi, 6(1), 213–216.
Ningrum, A. P. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018-2019 di KPP Pratama Purwokerto. Jurnal Akuntansi.
Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). Jurnal Akuntansi Neraca, 1(3), 99–110. https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19
Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. Jurnal Economina, 3(2), 254–263. https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197
Oktaviani, A. A., Juang, F. T., & Kusumaningtyas, D. A. (2019). The Effect of Knowledge and Understanding Taxation, Quality of Tax Services, and Tax Awareness on Personal Tax Compliance. Indonesian Management and Accounting Research, 16(2), 33–45. https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4678
Purba, M. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. Jurnal Akuntansi Barelang, 89–103.
Putra, L. A., Loist, C., Butarbutar, N., Efendi, E., & Sudirman, A. (2023). The Influence of Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. International Journal of Business, Law, and Education, 4(2), 952–959. https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.268
Rahadian, S. H., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT), 2(1), 290. https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437
Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep,Sistem,dan Implementasi (Revisi). Rekayasa Sains.
Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13–15. https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455
Rizky Dwi Ananda, P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelauyanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 151(2), 10–17.
Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. Jurnal Akuntansi, 3(2), 75–91. https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53
Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 294–304. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520
Solichah, N. N., -, I., & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 4(2), 728–744. https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179
Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). Jurnal Ilmu Akuntansi, 16(2), 14–26.
Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). Jurnal EMBA, 5(2303–1174), 443–453.
Wildan, M. (2025). Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%". DDTC NEWS. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810483/hingga-1-mei-2025-rasio-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru-71
Welly, Nurhasanna, S., Sari, D. P., & Aminus, R. (2024). Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 15(1), 37–48.


[bookmark: _Toc215236481]LAMPIRAN
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Lampiran 2 Kuesioner Penelitian 
LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden
Perkenalkan saya Joice Simanjuntak, mahasiswi program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul: “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Pada kali ini, saya selaku peneliti meminta kesedian Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner. 
Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya, 
Peneliti

Joice Simanjuntak


IDENTITAS RESPONDEN

Nama		:
Jenis Kelamin	:	
· Laki-Laki 					Perempuan
Usia		:
· 21-30 Tahun 					41-50 Tahun
· 31-40 Tahun					51-60 Tahun
· > 61 Tahun
Pendidikan Terakhir	:
· SD-SMP					Diploma 
· SMA						S1 (Sarjana)
· Lainnya, Sebutkan:				
Pekerjaan		:
Pelaku Usaha 					Notaris & PPAT
· Dokter	 					Pengacara
· Dokter Gigi 					Konsultan Hukum
· Lainnya, Sebutkan:
Alamat Kecamatan	: 
Memiliki NPWP	: 
· Ya						Tidak
Jabatan Responden	:
· Pemilik						Karyawan
Bidang Usaha (Untuk Pelaku Usaha)		:
· Dagang						Manufaktur (Produksi)
· Jasa						Lainnya, Sebutkan:
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
· KPP Pratama Samarinda Ilir			KPP Pratama Samarinda Ulu
Status Wajib Pajak (WP)
· WP Orang Pribadi				WP Badan 



Petunjuk Pengisian: 
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i. 
2. Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. 
Keterangan: 
· Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
· Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
· Angka 3 = Netral (N) 
· Angka 4 = Setuju (S) 
· Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
Kepatuhan Wajib Pajak 
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
	
	
	
	
	

	2
	Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
	
	
	
	
	

	3
	Saya menghitung jumlah pajak saya berdasarkan ketentuan tarif dan prosedur perhitungan yang ditetapkan.
	
	
	
	
	

	4
	Saya melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.
	
	
	
	
	

	5
	Saya membayar pajak saya dengan tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.
	
	
	
	
	



Pemahaman Pajak
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya berusaha memahami isi undang-undang dan peraturan  perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2
	Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak. 
	
	
	
	
	

	3
	Saya mengetahui tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan saya. 
	
	
	
	
	

	4
	Saya memahami istilah seperti PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan sanksi pajak. 
	
	
	
	
	

	5
	Saya mengetahui peraturan perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak (KPP).
	
	
	
	
	



Pelayanan Fiskus
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
	
	
	
	
	

	2
	Petugas pajak melayani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mudah dipahami oleh saya sebagai wajib pajak.
	
	
	
	
	

	3
	Petugas pajak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang kompeten, sehingga membantu meningkatkan pemahaman pajak saya.
	
	
	
	
	

	4
	Petugas pajak selalu cepat dan tanggap dalam merespon keluhan saya.
	
	
	
	
	



Sanksi Pajak
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2
	Saya merasa bahwa petugas pajak telah berlaku adil kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran pajak
	
	
	
	
	

	3
	Sanksi yang dikenakan kepada semua pelanggar pajak menurut saya telah memberatkan pelanggar pajak.
	
	
	
	
	

	4
	Penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggarnya.
	
	
	
	
	

	5
	Tidak adanya toleransi dalam pemberian sanksi pajak terhadap seluruh pihak pelanggar pajak.
	
	
	
	
	





Lampiran 3 Tabulasi Data Pilot Test (35 Responden)
1. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5

	1
	4
	4
	2
	3
	3

	2
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	3
	4
	4
	3
	4

	4
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	4
	4
	3
	3
	3

	6
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	5
	4
	5
	3
	4

	8
	3
	3
	3
	3
	3

	9
	4
	5
	5
	4
	4

	10
	4
	4
	4
	4
	4

	11
	5
	4
	5
	4
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	4
	5
	5
	4
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4

	16
	3
	3
	3
	3
	3

	17
	5
	5
	5
	5
	4

	18
	3
	3
	3
	3
	3

	19
	4
	4
	5
	5
	4

	20
	5
	5
	4
	4
	5

	21
	4
	5
	4
	4
	3

	22
	4
	4
	5
	4
	4

	23
	4
	4
	4
	3
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	5

	25
	4
	5
	5
	4
	5

	26
	4
	5
	5
	5
	4

	27
	3
	4
	4
	3
	4

	28
	3
	2
	3
	2
	2

	29
	4
	5
	4
	4
	4

	30
	4
	5
	5
	4
	4

	31
	2
	3
	2
	2
	3

	32
	5
	4
	5
	4
	5

	33
	2
	3
	3
	2
	2

	34
	4
	5
	4
	5
	4

	35
	3
	4
	3
	3
	4



2. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	NO
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	3
	3
	3
	3

	2
	3
	4
	4
	3

	3
	3
	4
	4
	3

	4
	5
	5
	5
	5

	5
	3
	3
	3
	3

	6
	4
	3
	4
	3

	7
	4
	4
	4
	5

	8
	3
	3
	3
	2

	9
	5
	3
	3
	3

	10
	3
	3
	3
	3

	11
	4
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5

	14
	3
	4
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4

	16
	2
	2
	2
	2

	17
	4
	4
	3
	3

	18
	3
	3
	3
	3

	19
	5
	5
	5
	5

	20
	5
	5
	4
	5

	21
	3
	4
	4
	2

	22
	3
	4
	5
	4

	23
	3
	4
	3
	4

	24
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	5
	5

	26
	5
	5
	5
	4

	27
	4
	5
	5
	4

	28
	2
	2
	3
	2

	29
	4
	5
	4
	5

	30
	4
	4
	5
	5

	31
	2
	3
	3
	2

	32
	4
	5
	4
	5

	33
	2
	2
	2
	3

	34
	4
	3
	4
	3

	35
	3
	4
	3
	4



3. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	1
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	4
	4
	4
	3
	3

	3
	3
	2
	3
	3
	3

	4
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	3
	3
	3
	4
	4

	6
	4
	4
	5
	4
	3

	7
	4
	3
	3
	4
	5

	8
	3
	3
	3
	3
	2

	9
	3
	4
	3
	5
	3

	10
	3
	3
	3
	3
	3

	11
	4
	5
	5
	5
	5

	12
	3
	3
	3
	3
	3

	13
	5
	4
	5
	4
	5

	14
	3
	4
	5
	5
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4

	16
	3
	3
	1
	3
	1

	17
	3
	1
	4
	4
	4

	18
	3
	3
	3
	3
	3

	19
	4
	3
	5
	4
	5

	20
	5
	5
	4
	4
	4

	21
	4
	3
	4
	4
	4

	22
	4
	4
	5
	5
	4

	23
	4
	4
	5
	5
	4

	24
	5
	4
	4
	4
	5

	25
	4
	4
	4
	5
	4

	26
	4
	5
	5
	4
	4

	27
	4
	5
	4
	4
	4

	28
	3
	2
	2
	2
	3

	29
	4
	5
	4
	4
	4

	30
	5
	4
	5
	4
	4

	31
	2
	3
	2
	3
	3

	32
	5
	5
	5
	4
	4

	33
	2
	2
	3
	3
	2

	34
	4
	4
	4
	3
	5

	35
	3
	3
	4
	3
	4



4. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5

	1
	3
	3
	3
	4
	4

	2
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	5
	5
	5
	4
	4

	5
	4
	4
	3
	3
	4

	6
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	4
	5
	3
	3
	3

	8
	4
	4
	4
	4
	3

	9
	4
	4
	4
	4
	4

	10
	3
	4
	3
	4
	4

	11
	4
	5
	5
	4
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	3

	15
	4
	4
	4
	4
	4

	16
	3
	3
	2
	2
	3

	17
	4
	4
	4
	5
	5

	18
	3
	3
	3
	3
	4

	19
	5
	5
	5
	5
	5

	20
	5
	4
	5
	5
	5

	21
	4
	4
	5
	4
	4

	22
	4
	3
	4
	4
	4

	23
	4
	3
	5
	4
	4

	24
	4
	3
	3
	3
	3

	25
	4
	3
	3
	4
	4

	26
	4
	3
	3
	3
	4

	27
	4
	4
	4
	3
	4

	28
	3
	3
	3
	2
	2

	29
	4
	4
	4
	5
	5

	30
	5
	4
	5
	5
	5

	31
	3
	2
	2
	2
	2

	32
	5
	3
	5
	5
	5

	33
	3
	2
	3
	2
	2

	34
	4
	5
	5
	4
	4

	35
	5
	4
	4
	3
	3






























Lampiran 4 Hasil Data Pilot Test Olahan SPSS V25 (35 Responden)
1. Hasil Uji Validitas 
a. Variabel Pemahaman Pajak (X1) 
	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	Pemahaman Pajak

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	,649**
	,703**
	,724**
	,707**
	,865**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X1.2
	Pearson Correlation
	,649**
	1
	,661**
	,772**
	,672**
	,855**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X1.3
	Pearson Correlation
	,703**
	,661**
	1
	,739**
	,722**
	,883**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X1.4
	Pearson Correlation
	,724**
	,772**
	,739**
	1
	,675**
	,897**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X1.5
	Pearson Correlation
	,707**
	,672**
	,722**
	,675**
	1
	,864**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Pemahaman Pajak
	Pearson Correlation
	,865**
	,855**
	,883**
	,897**
	,864**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


b. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	Pelayanan Fiskus

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	,733**
	,690**
	,707**
	,870**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35

	X2.2
	Pearson Correlation
	,733**
	1
	,796**
	,801**
	,927**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35

	X2.3
	Pearson Correlation
	,690**
	,796**
	1
	,708**
	,885**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35

	X2.4
	Pearson Correlation
	,707**
	,801**
	,708**
	1
	,905**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35

	Pelayanan Fiskus
	Pearson Correlation
	,870**
	,927**
	,885**
	,905**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


c. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	Correlations

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	Sanksi Pajak

	X3.1
	Pearson Correlation
	1
	,689**
	,682**
	,479**
	,659**
	,850**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,004
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X3.2
	Pearson Correlation
	,689**
	1
	,578**
	,558**
	,428*
	,795**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,001
	,010
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X3.3
	Pearson Correlation
	,682**
	,578**
	1
	,665**
	,686**
	,884**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X3.4
	Pearson Correlation
	,479**
	,558**
	,665**
	1
	,540**
	,777**

	
	Sig. (2-tailed)
	,004
	,001
	,000
	
	,001
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	X3.5
	Pearson Correlation
	,659**
	,428*
	,686**
	,540**
	1
	,807**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,010
	,000
	,001
	
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Sanksi Pajak
	Pearson Correlation
	,850**
	,795**
	,884**
	,777**
	,807**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


d. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	Correlations

	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	Kepatuhan Pajak

	Y1
	Pearson Correlation
	1
	,596**
	,775**
	,675**
	,604**
	,834**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Y2
	Pearson Correlation
	,596**
	1
	,630**
	,552**
	,533**
	,768**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,001
	,001
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Y3
	Pearson Correlation
	,775**
	,630**
	1
	,768**
	,676**
	,899**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Y4
	Pearson Correlation
	,675**
	,552**
	,768**
	1
	,867**
	,911**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,001
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Y5
	Pearson Correlation
	,604**
	,533**
	,676**
	,867**
	1
	,869**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,001
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Kepatuhan Pajak
	Pearson Correlation
	,834**
	,768**
	,899**
	,911**
	,869**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



2. Hasil Uji Reliabilitas
a. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,921
	5


b. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,917
	4


c. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,878
	5


d. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,907
	5


















Lampiran 5 Tabulasi Data Penelitian (183 Responden)
1. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5

	1
	4
	4
	2
	3
	3

	2
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	3
	4
	4
	3
	4

	4
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	4
	4
	3
	3
	3

	6
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	5
	4
	5
	3
	4

	8
	3
	3
	3
	3
	3

	9
	4
	5
	5
	4
	4

	10
	4
	4
	4
	4
	4

	11
	5
	4
	5
	4
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	4
	5
	5
	4
	5

	14
	5
	3
	3
	4
	4

	15
	4
	5
	4
	5
	5

	16
	3
	4
	3
	4
	4

	17
	3
	4
	4
	3
	4

	18
	4
	4
	4
	4
	2

	19
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	3
	3
	4
	2
	2

	21
	4
	4
	4
	4
	4

	22
	4
	4
	4
	4
	4

	23
	3
	4
	4
	3
	3

	24
	4
	4
	4
	4
	4

	25
	2
	4
	2
	2
	2

	26
	3
	3
	4
	4
	3

	27
	3
	3
	3
	3
	3

	28
	4
	4
	3
	4
	2

	29
	2
	3
	5
	2
	2

	30
	4
	4
	4
	4
	3

	31
	4
	4
	3
	4
	3

	32
	4
	4
	4
	4
	4

	33
	4
	5
	5
	5
	4

	34
	4
	4
	3
	3
	3

	35
	4
	4
	4
	4
	4

	36
	4
	4
	4
	4
	4

	37
	3
	3
	3
	3
	3

	38
	5
	5
	5
	5
	4

	39
	3
	3
	3
	3
	3

	40
	4
	4
	5
	5
	4

	41
	4
	4
	4
	4
	4

	42
	5
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	4
	5
	4
	3

	44
	3
	4
	5
	4
	5

	45
	4
	5
	5
	4
	5

	46
	3
	4
	3
	4
	4

	47
	4
	4
	3
	4
	3

	48
	3
	3
	3
	3
	3

	49
	3
	4
	4
	4
	4

	50
	3
	4
	3
	3
	4

	51
	3
	3
	4
	3
	3

	52
	3
	4
	3
	4
	3

	53
	3
	4
	4
	3
	4

	54
	4
	5
	4
	4
	3

	55
	4
	4
	5
	5
	4

	56
	2
	3
	2
	2
	3

	57
	5
	5
	5
	4
	4

	58
	3
	4
	3
	3
	4

	59
	4
	5
	4
	4
	5

	60
	2
	2
	3
	3
	2

	61
	4
	5
	5
	4
	5

	62
	2
	2
	2
	2
	2

	63
	4
	4
	5
	4
	4

	64
	4
	4
	5
	5
	4

	65
	4
	4
	5
	5
	5

	66
	4
	5
	5
	5
	4

	67
	5
	5
	4
	5
	4

	68
	3
	4
	5
	5
	3

	69
	3
	4
	4
	5
	4

	70
	3
	4
	4
	3
	3

	71
	5
	5
	4
	4
	5

	72
	4
	5
	4
	4
	3

	73
	4
	4
	5
	4
	4

	74
	4
	4
	4
	3
	4

	75
	4
	4
	4
	4
	5

	76
	4
	5
	5
	4
	5

	77
	4
	5
	5
	5
	4

	78
	3
	4
	4
	3
	4

	79
	3
	2
	3
	2
	2

	80
	4
	5
	4
	4
	4

	81
	4
	5
	5
	4
	4

	82
	2
	3
	2
	2
	3

	83
	5
	4
	5
	4
	5

	84
	2
	3
	3
	2
	2

	85
	4
	5
	4
	5
	4

	86
	3
	4
	3
	3
	4

	87
	4
	4
	5
	5
	4

	88
	2
	3
	2
	3
	3

	89
	4
	5
	4
	5
	5

	90
	3
	3
	4
	4
	3

	91
	3
	4
	4
	3
	5

	92
	2
	3
	2
	3
	2

	93
	4
	4
	5
	4
	4

	94
	5
	4
	5
	5
	5

	95
	3
	4
	5
	4
	4

	96
	4
	4
	4
	4
	4

	97
	4
	4
	4
	4
	4

	98
	3
	4
	5
	4
	4

	99
	4
	4
	3
	3
	3

	100
	4
	4
	3
	5
	4

	101
	3
	4
	4
	4
	5

	102
	4
	5
	4
	4
	4

	103
	4
	4
	3
	5
	4

	104
	4
	4
	5
	5
	4

	105
	2
	3
	2
	2
	3

	106
	5
	5
	5
	4
	4

	107
	3
	4
	3
	3
	4

	108
	5
	5
	5
	5
	5

	109
	4
	4
	3
	3
	3

	110
	4
	4
	4
	4
	4

	111
	4
	5
	4
	4
	4

	112
	3
	3
	3
	3
	3

	113
	5
	5
	4
	4
	4

	114
	4
	4
	4
	4
	4

	115
	4
	5
	5
	5
	4

	116
	5
	5
	5
	5
	5

	117
	5
	5
	4
	4
	5

	118
	4
	3
	4
	4
	4

	119
	5
	5
	5
	4
	4

	120
	4
	3
	4
	3
	4

	121
	4
	3
	3
	4
	4

	122
	3
	3
	3
	3
	3

	123
	4
	4
	5
	5
	4

	124
	4
	4
	4
	4
	4

	125
	4
	4
	4
	4
	5

	126
	4
	4
	4
	4
	4

	127
	5
	4
	4
	4
	4

	128
	5
	4
	4
	5
	5

	129
	5
	4
	4
	4
	5

	130
	5
	5
	4
	4
	5

	131
	4
	4
	4
	4
	4

	132
	4
	4
	4
	4
	4

	133
	5
	5
	4
	5
	5

	134
	5
	4
	4
	4
	5

	135
	5
	5
	4
	4
	4

	136
	3
	4
	4
	3
	4

	137
	4
	4
	4
	4
	4

	138
	5
	4
	4
	4
	4

	139
	5
	5
	5
	4
	3

	140
	5
	4
	5
	4
	5

	141
	4
	5
	4
	5
	5

	142
	4
	4
	5
	5
	5

	143
	4
	4
	4
	4
	4

	144
	4
	5
	4
	3
	4

	145
	3
	3
	4
	3
	4

	146
	5
	4
	4
	5
	5

	147
	4
	4
	4
	4
	4

	148
	5
	4
	4
	4
	4

	149
	4
	5
	4
	3
	3

	150
	5
	4
	5
	4
	3

	151
	5
	5
	4
	5
	4

	152
	4
	4
	5
	5
	5

	153
	3
	3
	4
	4
	4

	154
	3
	2
	2
	2
	3

	155
	5
	4
	4
	5
	3

	156
	4
	5
	4
	4
	5

	157
	3
	2
	2
	3
	2

	158
	5
	5
	4
	5
	4

	159
	3
	3
	2
	2
	2

	160
	4
	3
	3
	3
	3

	161
	4
	3
	3
	4
	3

	162
	4
	3
	3
	3
	4

	163
	4
	4
	3
	4
	4

	164
	3
	2
	2
	2
	3

	165
	4
	5
	3
	5
	4

	166
	4
	5
	3
	4
	4

	167
	4
	5
	4
	5
	4

	168
	3
	3
	2
	2
	2

	169
	4
	5
	4
	5
	5

	170
	3
	2
	3
	2
	2

	171
	5
	5
	4
	4
	4

	172
	4
	3
	3
	4
	3

	173
	4
	3
	3
	4
	3

	174
	3
	2
	3
	3
	2

	175
	4
	3
	4
	3
	4

	176
	3
	2
	3
	2
	2

	177
	4
	3
	4
	3
	3

	178
	3
	3
	3
	3
	3

	179
	3
	4
	4
	3
	3

	180
	3
	3
	3
	2
	3

	181
	4
	4
	4
	3
	3

	182
	4
	5
	5
	4
	3

	183
	4
	4
	4
	3
	4



2. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	NO
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	3
	3
	3
	3

	2
	3
	4
	4
	3

	3
	3
	4
	4
	3

	4
	5
	5
	5
	5

	5
	3
	3
	3
	3

	6
	4
	3
	4
	3

	7
	4
	4
	4
	5

	8
	3
	3
	3
	2

	9
	5
	3
	3
	3

	10
	3
	3
	3
	3

	11
	4
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5

	14
	5
	4
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5

	16
	3
	3
	3
	1

	17
	3
	3
	4
	3

	18
	4
	4
	4
	4

	19
	3
	4
	3
	3

	20
	3
	3
	2
	2

	21
	3
	3
	3
	3

	22
	3
	3
	3
	3

	23
	3
	3
	3
	3

	24
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	3

	26
	4
	4
	4
	4

	27
	5
	5
	5
	5

	28
	4
	4
	4
	4

	29
	4
	3
	5
	5

	30
	3
	3
	2
	2

	31
	4
	4
	4
	4

	32
	5
	4
	4
	4

	33
	5
	5
	5
	4

	34
	3
	4
	4
	5

	35
	3
	4
	4
	4

	36
	4
	4
	4
	4

	37
	2
	2
	2
	2

	38
	4
	4
	3
	3

	39
	3
	3
	3
	3

	40
	5
	5
	5
	5

	41
	2
	4
	4
	4

	42
	4
	4
	4
	5

	43
	4
	4
	4
	3

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	4
	4
	4

	46
	4
	4
	5
	5

	47
	4
	5
	5
	4

	48
	5
	4
	5
	4

	49
	4
	4
	4
	4

	50
	4
	4
	5
	4

	51
	3
	4
	4
	3

	52
	3
	4
	4
	4

	53
	4
	4
	5
	4

	54
	3
	4
	5
	4

	55
	4
	5
	5
	4

	56
	2
	2
	3
	3

	57
	5
	5
	4
	4

	58
	3
	4
	3
	4

	59
	5
	5
	4
	4

	60
	3
	2
	3
	2

	61
	4
	4
	5
	5

	62
	2
	2
	2
	2

	63
	4
	5
	4
	4

	64
	5
	5
	5
	5

	65
	4
	4
	4
	4

	66
	4
	5
	5
	5

	67
	5
	5
	5
	4

	68
	5
	5
	5
	5

	69
	4
	4
	4
	4

	70
	4
	4
	4
	4

	71
	5
	5
	4
	5

	72
	3
	4
	4
	2

	73
	3
	4
	5
	4

	74
	3
	4
	3
	4

	75
	4
	4
	4
	4

	76
	4
	4
	5
	5

	77
	5
	5
	5
	4

	78
	4
	5
	5
	4

	79
	2
	2
	3
	2

	80
	4
	5
	4
	5

	81
	4
	4
	5
	5

	82
	2
	3
	3
	2

	83
	4
	5
	4
	5

	84
	2
	2
	2
	3

	85
	4
	3
	4
	3

	86
	3
	4
	3
	4

	87
	4
	5
	4
	5

	88
	2
	3
	2
	2

	89
	4
	5
	4
	5

	90
	3
	4
	4
	3

	91
	4
	4
	5
	5

	92
	2
	3
	3
	2

	93
	5
	5
	5
	5

	94
	5
	5
	5
	4

	95
	4
	4
	4
	4

	96
	2
	3
	4
	3

	97
	2
	3
	4
	3

	98
	3
	3
	3
	3

	99
	3
	3
	3
	3

	100
	5
	5
	5
	5

	101
	4
	4
	4
	4

	102
	5
	4
	5
	4

	103
	5
	5
	5
	5

	104
	4
	5
	5
	4

	105
	2
	2
	3
	3

	106
	5
	5
	4
	4

	107
	3
	4
	3
	4

	108
	5
	5
	5
	5

	109
	3
	3
	3
	3

	110
	4
	3
	4
	3

	111
	4
	4
	5
	4

	112
	2
	3
	3
	3

	113
	4
	3
	4
	3

	114
	3
	3
	3
	3

	115
	5
	4
	5
	5

	116
	5
	5
	5
	5

	117
	5
	5
	5
	5

	118
	4
	4
	4
	5

	119
	5
	5
	5
	5

	120
	2
	3
	3
	2

	121
	3
	3
	3
	4

	122
	3
	3
	3
	3

	123
	5
	5
	5
	5

	124
	3
	4
	4
	3

	125
	4
	4
	4
	5

	126
	4
	3
	4
	4

	127
	3
	4
	5
	4

	128
	4
	4
	4
	4

	129
	4
	4
	5
	5

	130
	5
	4
	5
	4

	131
	4
	4
	5
	5

	132
	4
	4
	4
	4

	133
	5
	4
	4
	4

	134
	3
	3
	4
	4

	135
	4
	3
	4
	4

	136
	4
	4
	4
	5

	137
	4
	4
	4
	4

	138
	4
	4
	4
	5

	139
	5
	5
	5
	5

	140
	4
	4
	4
	4

	141
	5
	4
	5
	5

	142
	4
	5
	5
	5

	143
	5
	5
	5
	5

	144
	4
	4
	4
	4

	145
	4
	4
	4
	4

	146
	5
	4
	5
	5

	147
	3
	3
	4
	3

	148
	4
	4
	4
	4

	149
	4
	3
	4
	3

	150
	4
	4
	4
	4

	151
	5
	4
	5
	4

	152
	5
	5
	5
	4

	153
	5
	5
	4
	4

	154
	2
	2
	3
	2

	155
	5
	4
	5
	4

	156
	5
	4
	5
	4

	157
	3
	2
	3
	2

	158
	4
	4
	5
	5

	159
	2
	3
	2
	2

	160
	5
	4
	4
	5

	161
	3
	4
	4
	3

	162
	3
	4
	4
	3

	163
	5
	4
	5
	4

	164
	3
	3
	2
	2

	165
	5
	5
	5
	5

	166
	4
	5
	5
	5

	167
	5
	4
	5
	4

	168
	3
	2
	3
	2

	169
	4
	4
	5
	5

	170
	2
	3
	2
	2

	171
	3
	4
	4
	3

	172
	3
	3
	4
	4

	173
	5
	4
	5
	4

	174
	2
	2
	3
	2

	175
	4
	4
	4
	4

	176
	4
	3
	4
	4

	177
	4
	4
	4
	4

	178
	5
	5
	5
	5

	179
	4
	4
	4
	4

	180
	4
	4
	5
	4

	181
	5
	5
	4
	5

	182
	5
	5
	5
	5

	183
	5
	5
	4
	5



3. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	1
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	4
	4
	4
	3
	3

	3
	3
	2
	3
	3
	3

	4
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	3
	3
	3
	4
	4

	6
	4
	4
	5
	4
	3

	7
	4
	3
	3
	4
	5

	8
	3
	3
	3
	3
	2

	9
	3
	4
	3
	5
	3

	10
	3
	3
	3
	3
	3

	11
	4
	5
	5
	5
	5

	12
	3
	3
	3
	3
	3

	13
	5
	4
	5
	4
	5

	14
	4
	2
	5
	5
	2

	15
	4
	4
	4
	4
	4

	16
	3
	2
	2
	3
	5

	17
	3
	3
	3
	3
	3

	18
	4
	4
	4
	4
	4

	19
	4
	3
	3
	3
	3

	20
	3
	2
	4
	4
	3

	21
	3
	3
	2
	4
	4

	22
	3
	3
	2
	4
	4

	23
	4
	3
	3
	3
	3

	24
	4
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4
	4

	26
	3
	3
	3
	4
	4

	27
	5
	5
	3
	4
	3

	28
	3
	4
	3
	4
	3

	29
	5
	3
	3
	4
	4

	30
	3
	3
	4
	2
	4

	31
	3
	4
	3
	3
	3

	32
	2
	2
	2
	3
	2

	33
	4
	5
	4
	4
	5

	34
	4
	4
	3
	3
	3

	35
	3
	4
	5
	5
	4

	36
	4
	4
	4
	4
	4

	37
	3
	3
	1
	3
	1

	38
	3
	1
	4
	4
	4

	39
	3
	3
	3
	3
	3

	40
	4
	3
	5
	4
	5

	41
	4
	4
	4
	4
	2

	42
	4
	4
	4
	5
	4

	43
	4
	3
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	3
	4

	45
	4
	4
	4
	4
	5

	46
	3
	3
	4
	5
	5

	47
	4
	5
	4
	5
	4

	48
	4
	4
	4
	5
	4

	49
	4
	4
	4
	4
	4

	50
	5
	5
	5
	4
	4

	51
	5
	4
	4
	5
	5

	52
	5
	4
	4
	4
	4

	53
	4
	4
	4
	5
	4

	54
	3
	4
	5
	4
	4

	55
	5
	4
	5
	5
	4

	56
	2
	2
	3
	2
	3

	57
	4
	4
	5
	5
	5

	58
	3
	3
	4
	3
	4

	59
	4
	5
	4
	5
	4

	60
	2
	3
	3
	2
	2

	61
	5
	4
	5
	5
	4

	62
	2
	2
	2
	2
	3

	63
	5
	5
	4
	4
	4

	64
	4
	4
	4
	4
	4

	65
	4
	5
	5
	5
	4

	66
	4
	4
	4
	4
	5

	67
	5
	4
	5
	5
	5

	68
	5
	5
	5
	5
	4

	69
	4
	3
	4
	4
	4

	70
	3
	3
	3
	4
	3

	71
	5
	5
	4
	4
	4

	72
	4
	3
	4
	4
	4

	73
	4
	4
	5
	5
	4

	74
	4
	4
	5
	5
	4

	75
	5
	4
	4
	4
	5

	76
	4
	4
	4
	5
	4

	77
	4
	5
	5
	4
	4

	78
	4
	5
	4
	4
	4

	79
	3
	2
	2
	2
	3

	80
	4
	5
	4
	4
	4

	81
	5
	4
	5
	4
	4

	82
	2
	3
	2
	3
	3

	83
	5
	5
	5
	4
	4

	84
	2
	2
	3
	3
	2

	85
	4
	4
	4
	3
	5

	86
	3
	3
	4
	3
	4

	87
	4
	5
	4
	4
	5

	88
	3
	2
	3
	2
	3

	89
	4
	5
	4
	5
	4

	90
	3
	3
	4
	4
	3

	91
	4
	4
	5
	5
	4

	92
	2
	2
	3
	3
	2

	93
	4
	5
	4
	4
	4

	94
	4
	5
	5
	4
	5

	95
	4
	4
	5
	4
	4

	96
	3
	4
	4
	4
	5

	97
	3
	3
	4
	3
	3

	98
	3
	3
	3
	4
	3

	99
	3
	3
	3
	3
	4

	100
	3
	4
	4
	5
	4

	101
	4
	4
	4
	5
	4

	102
	3
	3
	5
	5
	4

	103
	3
	4
	4
	5
	4

	104
	5
	4
	5
	5
	4

	105
	2
	2
	3
	2
	3

	106
	4
	4
	5
	5
	5

	107
	3
	3
	4
	3
	4

	108
	5
	5
	5
	5
	5

	109
	3
	3
	4
	4
	3

	110
	4
	4
	4
	4
	4

	111
	3
	4
	4
	4
	4

	112
	2
	3
	3
	3
	3

	113
	4
	4
	3
	4
	3

	114
	3
	3
	3
	3
	3

	115
	4
	5
	5
	5
	5

	116
	3
	3
	3
	3
	3

	117
	4
	5
	5
	5
	4

	118
	4
	3
	4
	3
	4

	119
	4
	4
	4
	4
	4

	120
	3
	3
	3
	3
	3

	121
	3
	3
	3
	3
	3

	122
	3
	3
	3
	3
	3

	123
	4
	4
	4
	4
	5

	124
	3
	4
	4
	3
	4

	125
	4
	4
	5
	4
	4

	126
	4
	3
	4
	4
	4

	127
	4
	4
	4
	4
	3

	128
	4
	5
	4
	4
	4

	129
	4
	4
	4
	4
	4

	130
	4
	4
	5
	4
	5

	131
	4
	4
	4
	4
	5

	132
	4
	4
	4
	4
	4

	133
	4
	4
	5
	5
	5

	134
	5
	5
	4
	5
	4

	135
	4
	4
	5
	4
	4

	136
	5
	4
	4
	4
	4

	137
	4
	4
	4
	4
	4

	138
	5
	5
	4
	4
	4

	139
	4
	4
	4
	4
	4

	140
	5
	4
	5
	4
	5

	141
	5
	4
	4
	4
	4

	142
	5
	4
	5
	5
	5

	143
	5
	5
	5
	5
	4

	144
	3
	4
	4
	4
	4

	145
	3
	3
	3
	3
	4

	146
	4
	4
	5
	4
	5

	147
	4
	4
	4
	4
	3

	148
	4
	4
	4
	5
	5

	149
	5
	4
	4
	5
	4

	150
	4
	5
	5
	4
	4

	151
	4
	4
	4
	5
	4

	152
	5
	4
	4
	5
	4

	153
	4
	4
	4
	5
	4

	154
	2
	2
	2
	3
	3

	155
	5
	4
	4
	4
	4

	156
	4
	4
	4
	5
	5

	157
	3
	3
	2
	2
	3

	158
	5
	5
	4
	5
	4

	159
	3
	2
	3
	2
	2

	160
	4
	4
	4
	4
	4

	161
	3
	3
	3
	4
	4

	162
	3
	4
	3
	3
	4

	163
	4
	4
	4
	5
	5

	164
	2
	2
	3
	3
	2

	165
	4
	4
	4
	5
	4

	166
	4
	5
	5
	5
	4

	167
	5
	4
	4
	5
	4

	168
	2
	3
	3
	3
	2

	169
	5
	4
	5
	5
	4

	170
	2
	3
	2
	2
	3

	171
	4
	4
	4
	4
	4

	172
	4
	3
	3
	3
	4

	173
	4
	4
	5
	5
	4

	174
	3
	2
	3
	3
	2

	175
	4
	4
	4
	4
	4

	176
	4
	4
	4
	4
	4

	177
	3
	3
	3
	4
	4

	178
	4
	4
	4
	4
	4

	179
	3
	3
	4
	4
	3

	180
	4
	4
	3
	5
	3

	181
	3
	4
	4
	5
	3

	182
	4
	4
	3
	5
	4

	183
	4
	4
	3
	3
	4



4. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5

	1
	3
	3
	3
	4
	4

	2
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	5
	5
	5
	4
	4

	5
	4
	4
	3
	3
	4

	6
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	4
	5
	3
	3
	3

	8
	4
	4
	4
	4
	3

	9
	4
	4
	4
	4
	4

	10
	3
	4
	3
	4
	4

	11
	4
	5
	5
	4
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5
	5

	14
	5
	4
	4
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	5

	16
	3
	4
	4
	4
	5

	17
	4
	3
	3
	4
	4

	18
	4
	4
	4
	3
	5

	19
	3
	4
	4
	4
	4

	20
	3
	4
	4
	3
	5

	21
	3
	4
	3
	4
	4

	22
	3
	4
	3
	4
	4

	23
	3
	4
	3
	3
	4

	24
	5
	5
	4
	5
	5

	25
	5
	4
	4
	4
	4

	26
	4
	4
	3
	3
	4

	27
	4
	4
	4
	4
	4

	28
	4
	4
	2
	2
	2

	29
	5
	3
	3
	5
	5

	30
	5
	5
	5
	5
	5

	31
	5
	4
	3
	3
	3

	32
	5
	5
	4
	3
	4

	33
	4
	4
	4
	4
	5

	34
	4
	4
	3
	4
	5

	35
	4
	4
	4
	4
	3

	36
	4
	4
	4
	4
	4

	37
	3
	3
	2
	2
	3

	38
	4
	4
	4
	5
	5

	39
	3
	3
	3
	3
	4

	40
	5
	5
	5
	5
	5

	41
	3
	4
	4
	4
	4

	42
	4
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	3
	3

	45
	5
	5
	4
	4
	4

	46
	5
	4
	4
	4
	5

	47
	5
	4
	4
	4
	4

	48
	4
	4
	4
	4
	4

	49
	5
	5
	4
	3
	3

	50
	5
	5
	5
	5
	5

	51
	5
	5
	5
	5
	5

	52
	4
	4
	4
	3
	4

	53
	4
	4
	4
	4
	4

	54
	4
	4
	4
	4
	3

	55
	4
	5
	4
	3
	4

	56
	3
	2
	3
	2
	3

	57
	5
	5
	4
	4
	4

	58
	4
	4
	4
	3
	3

	59
	4
	4
	4
	5
	5

	60
	3
	2
	2
	3
	2

	61
	4
	4
	4
	4
	4

	62
	4
	2
	2
	2
	2

	63
	4
	4
	5
	5
	5

	64
	5
	5
	4
	5
	5

	65
	5
	4
	3
	4
	4

	66
	4
	3
	4
	5
	5

	67
	5
	5
	5
	5
	5

	68
	5
	5
	5
	5
	5

	69
	4
	3
	3
	3
	3

	70
	5
	4
	3
	4
	4

	71
	5
	4
	5
	5
	5

	72
	4
	4
	5
	4
	4

	73
	4
	3
	4
	4
	4

	74
	4
	3
	5
	4
	4

	75
	4
	3
	3
	3
	3

	76
	4
	3
	3
	4
	4

	77
	4
	3
	3
	3
	4

	78
	4
	4
	4
	3
	4

	79
	3
	3
	3
	2
	2

	80
	4
	4
	4
	5
	5

	81
	5
	4
	5
	5
	5

	82
	3
	2
	2
	2
	2

	83
	5
	3
	5
	5
	5

	84
	3
	2
	3
	2
	2

	85
	4
	5
	5
	4
	4

	86
	5
	4
	4
	3
	3

	87
	5
	5
	4
	4
	4

	88
	3
	2
	2
	2
	2

	89
	5
	5
	5
	4
	5

	90
	4
	4
	4
	4
	4

	91
	5
	4
	4
	5
	5

	92
	4
	2
	2
	2
	2

	93
	5
	5
	4
	4
	3

	94
	5
	4
	4
	5
	5

	95
	4
	3
	4
	5
	4

	96
	5
	4
	4
	4
	3

	97
	4
	4
	3
	3
	4

	98
	4
	4
	4
	4
	4

	99
	4
	4
	3
	3
	3

	100
	4
	4
	4
	4
	4

	101
	4
	4
	3
	5
	4

	102
	5
	5
	4
	5
	4

	103
	4
	4
	4
	4
	4

	104
	4
	5
	4
	3
	4

	105
	3
	2
	3
	2
	3

	106
	5
	5
	4
	4
	4

	107
	4
	4
	4
	3
	3

	108
	5
	4
	4
	5
	5

	109
	4
	3
	3
	4
	4

	110
	4
	4
	4
	4
	4

	111
	4
	4
	3
	3
	4

	112
	5
	4
	3
	4
	3

	113
	4
	4
	4
	4
	4

	114
	4
	3
	3
	4
	4

	115
	5
	5
	4
	4
	5

	116
	5
	5
	5
	5
	5

	117
	5
	5
	5
	5
	5

	118
	4
	4
	4
	5
	4

	119
	4
	4
	5
	4
	4

	120
	4
	4
	4
	4
	4

	121
	4
	3
	4
	4
	3

	122
	4
	3
	3
	3
	3

	123
	5
	5
	5
	5
	5

	124
	4
	4
	3
	4
	4

	125
	4
	4
	4
	4
	4

	126
	4
	4
	4
	4
	4

	127
	4
	3
	3
	4
	4

	128
	4
	5
	4
	4
	5

	129
	4
	4
	5
	4
	5

	130
	4
	4
	5
	4
	4

	131
	4
	4
	4
	4
	4

	132
	4
	4
	4
	4
	4

	133
	5
	5
	5
	5
	5

	134
	5
	5
	5
	5
	5

	135
	4
	4
	3
	4
	4

	136
	4
	4
	4
	4
	4

	137
	4
	4
	4
	3
	4

	138
	5
	4
	5
	4
	5

	139
	4
	5
	5
	5
	5

	140
	4
	4
	4
	4
	4

	141
	4
	5
	4
	4
	4

	142
	5
	5
	5
	5
	5

	143
	5
	5
	5
	5
	5

	144
	4
	3
	3
	3
	3

	145
	4
	4
	4
	4
	4

	146
	4
	5
	5
	5
	5

	147
	4
	5
	4
	4
	4

	148
	4
	4
	3
	4
	4

	149
	4
	4
	4
	4
	4

	150
	4
	3
	3
	3
	3

	151
	4
	4
	3
	4
	3

	152
	4
	4
	3
	3
	3

	153
	4
	4
	3
	4
	4

	154
	3
	2
	2
	3
	3

	155
	4
	4
	4
	5
	5

	156
	5
	4
	5
	5
	5

	157
	3
	2
	2
	2
	2

	158
	5
	5
	4
	4
	5

	159
	3
	2
	2
	2
	3

	160
	4
	4
	5
	5
	4

	161
	4
	4
	4
	3
	4

	162
	4
	4
	4
	4
	4

	163
	5
	5
	5
	4
	4

	164
	3
	3
	2
	2
	2

	165
	4
	4
	4
	4
	5

	166
	5
	4
	4
	5
	5

	167
	4
	3
	3
	3
	3

	168
	3
	3
	3
	4
	4

	169
	5
	4
	4
	5
	5

	170
	4
	4
	4
	4
	4

	171
	3
	3
	3
	3
	3

	172
	4
	4
	4
	3
	4

	173
	5
	4
	4
	5
	4

	174
	3
	3
	3
	3
	3

	175
	5
	5
	5
	4
	5

	176
	4
	5
	4
	4
	4

	177
	4
	4
	4
	3
	3

	178
	4
	4
	4
	4
	4

	179
	4
	4
	4
	4
	5

	180
	5
	4
	4
	4
	4

	181
	4
	4
	4
	4
	4

	182
	4
	3
	3
	4
	4

	183
	5
	4
	4
	4
	5















Lampiran 6 Hasil Data Penelitian Olahan SPSS V25 (183 Responden) 
1. Hasil Uji Validitas Pearson Correlation
a. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	Pemahaman Pajak

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	,597**
	,528**
	,636**
	,559**
	,802**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X1.2
	Pearson Correlation
	,597**
	1
	,583**
	,644**
	,612**
	,831**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X1.3
	Pearson Correlation
	,528**
	,583**
	1
	,614**
	,566**
	,803**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X1.4
	Pearson Correlation
	,636**
	,644**
	,614**
	1
	,629**
	,859**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X1.5
	Pearson Correlation
	,559**
	,612**
	,566**
	,629**
	1
	,820**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Pemahaman Pajak
	Pearson Correlation
	,802**
	,831**
	,803**
	,859**
	,820**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



b. Variabel Pelayanan Fiskus (X2) 
	Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	Pelayanan Fiskus

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	,740**
	,730**
	,716**
	,892**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183

	X2.2
	Pearson Correlation
	,740**
	1
	,718**
	,754**
	,892**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183

	X2.3
	Pearson Correlation
	,730**
	,718**
	1
	,759**
	,892**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183

	X2.4
	Pearson Correlation
	,716**
	,754**
	,759**
	1
	,906**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183

	Pelayanan Fiskus
	Pearson Correlation
	,892**
	,892**
	,892**
	,906**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



c. Variabel Sanksi Pajak (X3) 
	Correlations

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	Sanksi Pajak

	X3.1
	Pearson Correlation
	1
	,684**
	,615**
	,598**
	,547**
	,841**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X3.2
	Pearson Correlation
	,684**
	1
	,590**
	,601**
	,515**
	,831**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X3.3
	Pearson Correlation
	,615**
	,590**
	1
	,640**
	,563**
	,835**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X3.4
	Pearson Correlation
	,598**
	,601**
	,640**
	1
	,512**
	,821**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	X3.5
	Pearson Correlation
	,547**
	,515**
	,563**
	,512**
	1
	,762**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Sanksi Pajak
	Pearson Correlation
	,841**
	,831**
	,835**
	,821**
	,762**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



d. Variabel Kepatuhan Pajak (Y) 
	Correlations

	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	Kepatuhan Pajak

	Y1
	Pearson Correlation
	1
	,610**
	,565**
	,569**
	,484**
	,751**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Y2
	Pearson Correlation
	,610**
	1
	,695**
	,549**
	,582**
	,820**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Y3
	Pearson Correlation
	,565**
	,695**
	1
	,685**
	,688**
	,875**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Y4
	Pearson Correlation
	,569**
	,549**
	,685**
	1
	,782**
	,867**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Y5
	Pearson Correlation
	,484**
	,582**
	,688**
	,782**
	1
	,858**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	Kepatuhan Pajak
	Pearson Correlation
	,751**
	,820**
	,875**
	,867**
	,858**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



2. Hasil Uji Reliabilitas
a. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,881
	5



b. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,916
	4



c. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,877
	5



d. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,891
	5



3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	183

	Normal Parametersa,b
	Mean
	,0000000

	
	Std. Deviation
	2,22872699

	Most Extreme Differences
	Absolute
	,050

	
	Positive
	,045

	
	Negative
	-,050

	Test Statistic
	,050

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	,200c,d

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. This is a lower bound of the true significance.



b. Uji Multikolinearitas
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	5,892
	1,017
	
	5,792
	,000
	
	

	
	Pemahaman Pajak
	,211
	,071
	,222
	2,955
	,004
	,460
	2,174

	
	Pelayanan Fiskus
	,307
	,088
	,304
	3,504
	,001
	,346
	2,894

	
	Sanksi Pajak
	,267
	,085
	,281
	3,160
	,002
	,328
	3,046

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak



c. Uji Heteroskedastisitas
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	2,221
	,651
	
	3,410
	,001

	
	Pemahaman Pajak
	,003
	,046
	,006
	,057
	,955

	
	Pelayanan Fiskus
	-,007
	,056
	-,017
	-,133
	,894

	
	Sanksi Pajak
	-,024
	,054
	-,057
	-,435
	,664

	a. Dependent Variable: ABS_RES




4. Hasil Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1041,047
	3
	347,016
	68,710
	,000b

	
	Residual
	904,035
	179
	5,050
	
	

	
	Total
	1945,082
	182
	
	
	

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

	b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus



5. Hasil Uji Koefiesien Determinasi
	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,732a
	,535
	,527
	2,247

	a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus



6. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	5,892
	1,017
	
	5,792
	,000

	
	Pemahaman Pajak
	,211
	,071
	,222
	2,955
	,004

	
	Pelayanan Fiskus
	,307
	,088
	,304
	3,504
	,001

	
	Sanksi Pajak
	,267
	,085
	,281
	3,160
	,002

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
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